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KATA PENGANTAR 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 
 

 

                                    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas 

Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra 

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, telah 

menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017-2022.  

 

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat 

program pembangunan kesehatan Tahun 2017 – 2022, berkontribusi pada pencapaian visi, 

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Misi 

ke-4 yaitu Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan sasaran : Meningkatnya 

derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat.  

 

Beberapa tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini telah 

kita lalui sehingga melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dan berperan serta 

dalam proses penyusunan Renstra ini. Saya menginstruksikan kepada semua Pejabat Eselon 

III dan IV serta pengelola program dan staf Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk saling 

bersinergi dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. 

 

          Semoga upaya kita menyukseskan visi, misi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 

Urusan Layanan Wajib Kesehatan senantiasa beroleh Rahmat dan Ridho Allah SWT.  

  

  
 

             Gorontalo,  4  Desember  2017 
 
 
 
 

dr. H. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes 

    NIP. 196311011991012009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

         Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh 

kesinambungan upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-

upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya melalui pendekatan 

teknokratik, politik, partisipatif, Top-down dan bottom-up. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 

2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat 

indikatif memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta indikator 

kinerja Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun yang akan berkontribusi pada 

pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo ”Mewujudkan Masyarakat 

Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”, melalui Misi Keempat yaitu 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.  

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap SKPD perlu 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun berdasarkan 

tugas dan fungsi Orgaanisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kegiatan 

tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun 

kedepan. 

                 Pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo periode 2017 - 2022 

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setingi-

tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomi.  Sasaran pokoknya adalah : 1) 

Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan; 2) 

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak 

menular dan kesehatan jiwa; 3) Tersedianya akses dan mutu pelayanan 

kesehatan; 4) Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan yang merata, dan; 
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5) Menurunnya angka kelahiran, serta; 6) Terwujudnya aparatur yang 

profesional dan berkinerja tinggi.    

 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo 2018 -

2022, sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060). 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844). 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438). 

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700). 

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3637). 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalia dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Peraubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

32/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 

Tahun 2010-2014  

m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Minimal  Bidang Kesehatan. 

n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 
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1.3.  Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rensta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 

2012 – 2022 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan daerah yang 

merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, terutama 

terkait dengan pencapaian misi keempat dari yakni Meningkatnya Kualitas 

Sumber Daya Manusia dengan sasaran  Meningkatnya Derajat Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat.  

Berdasarkan maksud diatas, maka tujuan dari penyusunan Renstra ini 

adalah sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Renja, RKA/DPA dan acuan 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo selama 5 (lima) tahun. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan penjabaran sebagai 

berikut :  

a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan serta sistimatika penulisan. 

b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang 

tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 

Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain 

itu mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki dalam menunjang 

penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi sumberdaya 

manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya kelembagaan. Dalam bab ini 

juga diuraikan capaian kinerja perangkat daerah yang telah dihasilkan selama 

5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya, 

dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat 

daerah kedepan. 

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat 

tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

perangka daerah, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, 

Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, serta uraian tentang penentuan isu-isu strategis. 

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran, menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang sejalan 
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dengan pernyataan visi dan misi pemerintah daerah dalam Rancangan Awal 

RPJMD pada aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Menguraikan rumusan pernyataan 

strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam lima tahun 

mendatang.  

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat tentang 

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif. 

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat tentang indikator 

dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran Rancangan Awal RPJMD. 

h. Bab VIII Penutup, berisi tentang penegasan bahwa renstra ini menjadi 

pedoman penyusunan renja dan RKA/DPA selama 5 (lima) tahun dan pada 

masa transisi untuk periode berikutnya serta kaidah pelaksanaan Renstra 

SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016, Kedudukan Dinas 

Kesehatan Provinsi Gorontalo berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan. 

Untuk menyelenggakan urusan dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi; 

(1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesehatan; (2) Pemberian 

rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota 

dibidang kesehatan; (3) Pembinaan teknis dibidang kesehatan; (4) Pembinaan 

unit pelaksana teknis kesehatan; (5) Pemantauan dan evaluasi program dibidang  

kesehatan; dan (6) Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas. 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagaimana 

tercantum dalam Bab III Pasal 5 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 

(empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing-masing 

mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 

2.1.1 Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan 

sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan 

Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada dibawah 

tanggungjawab Gubernur. 

Untuk Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan yaitu kesekertariatan dinas, 

bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan 

dan bidang sumber daya kesehatan; 
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b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan yaitu kesekertariatan dinas, 

bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan 

dan bidang sumber daya kesehatan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan yaitu 

kesekertariatan dinas, bidang kesehatan masyarakat dan keluarga 

berencana, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang 

pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. Merumuskan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan 

dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang 

kesehatan; 

f. Pelaksanaan pengawasan fungsional; 

g. Pemberian rekomendasi perizinan yang berhubungan dengan bidang 

kesehatan sesuai batas kewenangan Provinsi; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait 

bidang kesehatan. 

2.1.2. Sekretariat 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : 1) Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi; 2) Sub bagian keuangan; dan 3) Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; yang dipimpin oleh sekretaris, mempunyai 

tugas; merencanakan, melaksanakan, mengkoodinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan admininstrasi, kehumasan, umum dan 

kepegawaian. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

penyusunan laporan; 

b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga; 

c. Pengelolaan umum dan kepegawaian; 

d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; dan 

e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegaiatan sekretariat dan 

kegiatan dinas secara berkala. 
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2.1.3 Bidang Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berecana. 

Bidang kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni; 1) Seksi Kesehatan 

Keluarga; 2) Seksi Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat; 

dan 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

yang dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan 

program kesehatan keluarga, pengendalian penduduk dan KB, Gizi, 

program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, program 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan Olahraga. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang kesehatan 

masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan / Kegiatan kerja kesehatan keluarga, 

pengendalian penduduk dan KB, Gizi, program Promosi kesehatan 

dan pemberdayaan Masyarakat, program Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan kesehatan Olahraga ; 

b. Melaksanakan program / kegiatan kesehatan keluarga, 

pengendalian penduduk dan KB, Gizi, program Promosi kesehatan 

dan pemberdayaan Masyarakat, program Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan kesehatan Olahraga; 

c. Membina, mengawasi dan mengevaluasi seksi dibawahnya dalam 

melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;  

d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

2.1.4  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Bidang Pencehahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 3 (tiga) 

Seksi yakni; 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi; 2) seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; yang dipimpin oleh Kepala 

Bidang, mempunyai tugas untuk pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napzah, 

pengendalian penyakit emerging (PIE), penyakit yang dapat dicegah 
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dengan imunisasi (PD3I), KLB dan wabah, surveilans dan penyelidikan 

epidemiologi serta peningkatan imunisasi. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Menysun rencana dann melaksanakan kebijakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit di proviinsi Gorontalo; 

b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dibidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak 

menular, kesehatan jiwa dan Napzah, pengendalian penyakit 

emerging (PIE), penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I), KLB dan wabah, surveilans dan penyelidikan epidemiologi 

serta peningkatan imunisasi; 

c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit 

tidak menular, kesehatan jiwa dan Napzah, pengendalian penyakit 

emerging (PIE), penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I), KLB dan wabah, surveilans dan penyelidikan epidemiologi 

serta peningkatan imunisasi; 

d. Menyusun rencana dan melaksanakan  koordinasi lintas program 

dan lintas sektot sehubungan dengan kegiatan di bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak 

menular, kesehatan jiwa dan Napzah, serta peningkatan imunisasi; 

e. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan program di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan 

jiwa dan Napzah, serta peningkatan imunisasi; 

f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan kemitraan 

dengan masyarakatt termasuk swasta sebagai upaya percepatan 

pencapaian target program di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit melalui pertukaran informasi, pelatihan dan pemanfaatan 

sumber daya lainnya; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.  

 

 



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 10 

 

2.1.5 Bidang Pelayanan Kesehatan 

  Bidang Pelayanan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni; 1) Seksi 

Pelayanan Kesehatan Primer; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, 

dan; 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang dipimpin oleh 

Kepala Bidang, mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan primer, 

pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala bidang pelayanan kesehatan 

mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan/program kerja pelayanan kesehatan 

primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan 

tradisional; 

b. Melaksanakan program/kegiatan pelayanan kesehatan primer, 

pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional; 

c. Membina dan mengawasi seksi dibawahnya dalam melaksanakan 

progra/kegiatan sesuai bidang tugasnya;; 

d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

2.1.6 Bidang Sumber Daya Kesehatan  

  Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni; 

1) Seksi tata kelola Obat dan Pelayanan Kefarmasian; 2) Seksi Produksi, 

Disitribusi Kefarmasian, Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga; dan 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang 

dipimpin oleh kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan maupun upaya pembinaan dan pengawasan 

produksi di bidang Sumber Daya Kesehatan. 

  Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala bidang Sumber Daya 

Kesehatan, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan kebijakan dibidang kefarmasian meliputi tata 

kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, pelayanan 

kefarmasian, produksi dan distribusi kefarmasian, produksi dan 

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; 
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b. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; 

c. Merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan upaya 

pembinaan, pengawasan serta pendayagunaan obat, obat 

tradisional, kosmetika, makanan minuman, alat kesehatan dan 

pembekalan kesehatan rumah tangga yang terjamin khasiat, mutu 

dan keamanan serta terjangkau; 

d. Menyelengarakan upaya pembinaan dan pengawasan produksi dan 

distribusi kefarmasian dan alat kesehatan mencakup sarana, cara 

produksi dan distribusi serta sumber daya manusian; 

e. Menyelenggarakan tata kelola logistik obat dan perbekalan 

kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan pelaksaaan 

program-program kesehatan serta melakukan pembinaan tata 

kelola obat dan perbekalan kesehatan di tingkat ke kabupaten/kota 

dan fasilitas pelayanan kesehatan; 

f. Menyelenggarakan upaya pembinaan mutu pelayanan farmasi 

komunitas dan farmasi klinik dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan; 

g. Menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengendalian 

penggunaan obat rasional pada petugas kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka penggunaan obat 

rasional; 

h. Menyusun perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia 

kesehatan; 

i. Menyelenggarakan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia 

kesehatan melalui registrasi tenaga kesehatan, pendidikan 

berkelanjutan jenjang diploma, strata dan spesialis, pengembangan 

profesi kesehatan dan organisasi profesi kesehatan; 

j. Menyelenggarakan upaya pelatihan sumber daya manusia 

kesehatan baik teknis maupun fungsional kesehatan; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 
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2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo saat ini mempunyai 

3 (tiga) Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

sebagai berikut : 

a. Jabatan Fungsional Nutrisionist : 2 (dua) orang; 

b. Jabatan Fungsional Epidemiologi : 2 (dua) orang;  

c. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja : 7 (tujuh) orang; dan 

d. Jabatan Fungsional Pranata Laboratoriun Kesehatan : 1 (satu) orang. 

 

Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 
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2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana 

struktur organisasi diatas,  Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mempunyai 

sumber daya manusia berjumlah 210 orang yang dijabarkan berdasarkan 

jabatan, tingkat pendidikan, dan golongan kepangkatan sebagai berikut : 

a. SDM Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

   Tabel 2.1 

Data Pegawai Dinas KesehatanProvinsi Gorontalo Tahun 2016 
Berdasarkan Jabatan Struktural 

No. Jabatan Struktural Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Eselon 2 1 - 1 

2. Eselon 3 2 5 7 

3. Eselon 4 4 16 20 

4. Jabatan Fungsional Tertentu 5 3 8 

5. Jabatan Funsional 

Diperbantukan ke RS Kab/kt 

7 27 34 

4. Jabatan Fungsional Umum 43 97 140 

 Total 62 148 210 

    Sumber Data : Subag Umum & Kepagawaian Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 14 

 

b. SDM Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi diklasifikasikan berdasarkan jenis Profesi, 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 2.2. 

Data Pegawai Dinas KesehatanProvinsi Gorontalo Tahun 2016 

Berdasarkan  Jenis Profesi 

NO. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Dokter Umum 4 6 10 

2. Dokter Spesialis 2 0 2 

3. Perawat 7 13 20 

4. Perawat Gigi 0 1 1 

5. Bidan 0 43 43 

6. Farmasi 1 12 13 

7. Apoteker 1 2 3 

8. Sanitarian 4 5 9 

9. Kesehatan Masyarakat 20 32 53 

10. Gizi 4 8 12 

11. Psikologi 0 0 0 

12. Analisis 0 2 2 

13. Administrasi Kesehatan 0 6 6 

14. NON Teknis Kesehatan 13 19 32 

15. Tenaga Elektromedis 3 1 4 

 TOTAL 59 151 210 

Sumber Data : Subag Umum & Kepagawaian Tahun 2016 
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c. SDM Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diklarifikasi berdasarkan 

Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3 
Data Pegawai Dinas KesehatanProvinsi Gorontalo Tahun 2016 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Doktor 1 - 1 

2. S2 Kesehatan 9 13 22 

3. S2 Non Kesehatan 1 3 6 

4. S1 Kesehatan 22 48 70 

5. S1 Non Kesehatan 6 10 16 

6. Diploma Kesehatan 13 70 83 

7. Diploma Non Kesehatan 1 1 2 

8. SMA 6 6 12 

 TOTAL 59 151 210 

Sumber Data : Subag Umum & Kepagawaian Tahun 2016 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga mempekerjakan tenaga 

kontrak/pramubakti yang dibiayai dengan APBD  sebanyak 52 orang yang dijabarkan 

berdasarkan tingakt pendidikan sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Data tenaga kontrak/pramubakti di Dinas Kesehatan Tahun 2016 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. S2 Kesehatan 0 1 1 

2. S2 Non Kesehatan 0 1 1 

3. S1 Kesehatan 6 15 21 

4. S1 Non Kesehatan 7 6 13 

5. Diploma Kesehatan 3 9 12 

6. Diploma Non Kesehatan 2 3 5 

7. SMA/Sederajat 12 4 16 

8. SMP/Sederajat 0 0 0 

9. SD/Sederajat 2 - 2 

 Total 32 39 71 

Sumber Data : Subag Umum & Kepagawaian Tahun 2016 
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2.2.2. Sumber Daya Finansial 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD), Dana Dekonsentrasi dan Dana Hibah.  

Berikut ini gambaran persentase alokasi anggaran APBD Dinas Kesehatan 

Provinsi Gorontalo terhadap total belanja APBD Provinsi Gorontalo kurun waktu 

tahun 2012 s/d tahun 2016. 

Tabel 2.5 
Persen Alokasi APBD Dinas Kesehatan terhadap 

Total APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Dinas Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 

 

Untuk besaran Dana Dekonsentrasi, Dana BLN dan Dana Hibah (Global Fund) 

yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontallo dalam kurun waktu tahun 

2012 s/d tahun 2016, digambarkan pada tabel dibawah  

Tabel 2.6 

Alokasi  APBN, BLN & DANA HIBAH 

Dinas Kesehatan Provinsi GorontaloTahun 2012-2016 

Tahun APBN (DEKN) BLN Dana Hibah 

2012 16.160.701.000 2.022.620.000 2.262.535.089 

2013 19.156.827.000 - 2.402.915.059 

2014 19.270.057.000 807.420.135.159 - 

2015 17.888.412.000  - 

2016 48.373.013.000 - - 

Sumber Data : Bank Data Kesehatan Prov. Gorontalo 2016 

 

 

 

Tahun APBD Dikes Total APBD % 

2012 22.385.400.000 471.690.889.513 4,75% 

2013 48.922.943.062 594.441.651.728 12,14% 

2014 64.177.285.000 1.301.534.795.885.28 4,9% 

2015 73.813.111.919,09 2.271.273.654.735.43 3,25% 

2016 74.845.818.752,- 1.744.406.888.735,50 4,29% 
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2.2.3. Sumber Daya Kelembagaan 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2011 telah memiki 

gedung kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman 

Kecamatan Kota Tengan Kota Gorontalo, 1 (satu) Gudang Farmasi di Jalan  

Taruma Negara No. 1 Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 

dan 1 (satu) Gedung Laboratorium Kesehatan di Jalan Taman Anggrek 1  

Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. 

Nilai Aset Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berasal dari dana APBN dan 

APBD per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 86.364.358.350 yang dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.7 
Nilai Aset Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

Per Desember 2016 

Kode Nama Barang Nilai 

(Berdasarkan Bidang Barang) (Rp) 

1 Persediaan 17.610.500 

2 Peralatan dan Mesin 63.890.000 

3 Konstruksi Dalam Pengerjaan  308.865.579 

4 Gedung dan Bangunan Gedung - 

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan - 

6 Aset  yang tidak di gunakan 22.466.269.667 

7 Suku Cadang   - 

Jumlah Aset dari dana APBN Rp 22.856.635.746,- 

1 Tanah 5.959.858.000 

2 Peralatan dan Mesin 10.339.274.028 

3 Gedung dan Bangunan Gedung 11.453.008.000 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 498.628.600 

5 Aset Tetap Lainnya  - 

Jumlah Aset dari dana APBD 21.386.875.894 

Jumlah Total Aset Rp 51.107.404.374 

Sumber Data : Subag Umum & Kepagawaian Tahun 2016 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

2.3.1.    Gambaran Umum Pelayanan 

  Gambaran umum kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

periode renstra sebelumnya, akan menjadi input dalam menentukan 

arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 5 

(lima) tahun kedepan. 

a. Upaya Kesehatan : 

Kesehatan Ibu dan Anak. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

merupakan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan 

pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi 

baru lahir yang diberikan disemua fasilitas kesehatan mulai 

dari Posyandu hingga Rumah Sakit, yang dilaksanakan oleh 

tenaga profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter 

umum, bidan, pembantu bidan dan perawat bidan) untuk 

ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan standar 

minimal pelayanan antenatal. Pelayanan ini bertujuan untuk 

menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan 

dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, 

selain itu untuk memantau kemungkinan adanya risiko-risiko 

kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang 

optimal terhadap kehamilan risiko tinggi, serta menurunkan 

morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal. Upaya penting 

dalam program kesehatan ibu dan anak di Provinsi 

Gorontalo adalah perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi serta menyediakan akses dan pelayanan 

kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir ditingkat 

Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan 

obstetri neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). 

Capaian persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan 

pada tahun 2014 mencapai 91% dan tahun 2015 menjadi 

92,2%. Capaian ini perlu menjadi perhatian ditahun 
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mendatang karena tidak mencapai target nasional yakni 

95%. Semakin tinggi cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan disuatu wilayah akan diikuti penurunan kematian 

ibu di wilayah tersebut. Angka Kematian Ibu di Provinsi 

Gorontalo sampai dengan tahun 2016 mencapai  

301,7/100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi 

jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016dan 

MDGs yakni 102/100.000 kelahiran hidup. Tetapi masih 

berada dibawah angka nasional yakni sebesar 346/100.000 

kelahiran hidup.  

Gizi Masyarakat. Perbaikan status gizi masyarakat antara lain 

melalui perbaikan status gizi anak balita. Presentase balita gizi 

buruk sudah mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014 hingga 2,31%, namun pada tahun 2015 

mengalami kenaikan menjadi 5,7% dari target RPJMD Tahun 

2015 yakni 3,80%. Hal ini disebabkan oleh antara lain  faktor 

kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat. Ini akan 

mengakibatkan kemampuan kognitif dari balita yang menderita 

gizi buruk tidak berkembang maksimal dan mudah sakit. 

Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas masih 

tertuju pada penyakit tuberculosis, deman berdarah, malaria dan 

HIV/AIDS. Masih tingginya penyakit menular yang disebabkan 

oleh tuberkulosis mencapai 2.172 penderita pada tahun 2015, 

malaria 115 penderita tahun 2015 dan demam berdarah (DBD) 

mencapai 269 penderita tahun 2015. Kematian DBD tahun 2015 

mencapai 13 penderita. Yang menggebirakan adalah angka 

kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular 

yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, 

difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal 

maupun neonatal sudah menurun. 

Penyakit Tidak Menular. Kecenderungan penyakit tidak 

menular terus meningkat antara lain tahun 2015 penderita 

hipertensi mencapai 5502 penderita, stoke 111 penderita dan 
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Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) sebanyak 106 penderita. 

Oleh Karena itu deteksi dini harus dengan secara proaktif 

mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui 

bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka 

pengendalian penyakit tidak menular antara lain dilakukan melalui 

pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya 

monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 

di masyarakat. 

Penyehatan Lingkungan. Upaya penyehatan masih terus 

ditingkatkan. Proporsi rumah tangga dengan akses air berish 

hanya 63,4% dari target RPJMD tahun 2015 68,78% dan Rumah 

Tangga yang memilki jamban sehat hanya 50,47% dari target 

RPJMD Tahun 2015 : 62,41%. Upaya peningkatan yang dilakukan 

adalah dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa di Provinsi 

Gorontalo berdasarkan laporan program dalam kurun waktu 2012 

sampai dengan Maret 2017 Gangguan jiwa berat diprovinsi 

gorontalo mencapai 652 orang, tertinggi pertama di kota 

gorontalo 202 orang, kedua di Kabupaten Bone Bolango 145 

orang dan ketiga di Kabupaten Gorontalo 115 orang, Boalemo 44 

orang dan Pohuwato 40 orang. Angka pemasungan pada orang 

dengan ganggauan jiwa sampai dengan taahun 2017 sebanyak 

108 orang dan telah dibebas pasung sebanyak 98 orang. 

b. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. 

Prosentase rumah tangga yang mepraktikkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan dari 59,3% pada tahun 2012 menjadi 59,9% pada 

tahun 2015. Dari pencapaian tersebut masih terdapat sekitar 

40,10% rumah tangga yang belum mempraktikkan PHBS. 

Persentase rumah tangga dengan air minum layak juga 

mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari 60,7% 

pada tahun 2012 menjadi 63,4% pada tahun 2015. Namun untuk 
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persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (jamban sehat) 

sampai dengan tahun 015 baru mencapai 50,47% 

c. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Sejak tahun 2012 

sampai tahun 2015 telah terjadi peningkatan jumlah puskesmas 

dari 88 puskesmas pada tahun 2012 meningkat menjadi 93 

puskesmas pada tahun 2015, 22 puskesmas merupakan 

puskesmas perawatan/rawat inap dan mampu PONED yaitu 

mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal 

emergenci/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam, dan 71 

puskesmas rawat jalan. Dari jumlah tersebut sebanyak 43 

Puskesmas berada didaerah terpencil dan 25 puskesmas berada 

didaerah sangat terpencil. Juga terdapat 242 puskesmas 

pembantu (PUSTU).  

Jumlah Rumah Sakit (RS) mengalami peningkatan yakni dari 7 RS 

milik pemerintah daerah dan 3 RS milik Swasta pada tahun 2012 

meningkat menjadi 9 RS milik pemerintah daerah dan 4 RS 

Swasta pada tahun 2016. Demikian juga dengan Kapasitas 

Tempat Tidur (TT) mengalami peningkatan dengan adanya 

bantuan keuangan dan hibah untuk beberapa rumah sakit di 

provinsi gorontalo, meningkat dari 980 TT pada tahun 2012 

menjadi 1283 TT pada tahun 2015 

d. Sumber Daya Kesehatan Manusia. Jenis Sumber Daya 

Manusia (SDM) Kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 

tahun 2014 di kategorikan menjadi 13 (tigabelas) jenis yakni  

tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi), 

Psikologi Klinis, Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, 

Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga 

Gizi, Keterapian Fisik, Keteknisan Medis, Tehnik Biomedika, 

Tenaga Kesehatan Tradisional dan Tenaga Kesehatan Lainnya. 

Jumlah SDM Kesehatan di Provinsi Gorontalo sampai dengan 

Tahun 2016 mencapai 4.052 orang terdiri dari 2237 orang bekerja 

di Puskesmas dan 1815 orang bekerja di Rumah Sakit, tetapi 

penyebarannya belum merata.  Komposisi jenis SDM Kesehatan 

bekerja yang di puskesmas terdiri 119 orang dokter umum, 36 
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orang dokter gigi, 728 orang tenaga keperawatan, 779 orang 

tenaga kebidanan, 58 orang tenaga kefarmasian, 215 orang 

tenaga kesmas, 142 orang tenaga kesehatan lingkungan, 157 

orang tenaga gizi dan 3 orang tenaga analis kesehatan. Komposisi 

ini masih kurang berimbang untuk keberadaan tenaga kesehatan 

yang dipersyaratkan oleh permenkes 75 tahun 2014 pada 

puskesmas. Untuk menanggulangi kekurangan tenaga tersebut, 

Kementrian Kesehatan RI menempatkan tenaga PTT di Provinsi 

Gorontalo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 

344 orang terdiri dari Dokter Umum 33 orang, Dokter Gigi 16 

orang dan Bidan 295 orang.   

Sedangkan untuk komposisi SDM Kesehatan yang bekerja di 

rumah sakit seluruhnya berjumlah 1815 orang terdiri dari 103 

orang dokter umum, 96 orang dokter spesialis, 14 orang dokter 

gigi, 954 orang tenaga keperawatan, 300 orang tenaga kebidanan, 

91 orang kefarmasian, 100 orang tenaga kesmas, 20 orang tenaga 

kesling, 86 orang tenaga gizi dan 51 orang tenaga analis 

kesehatan 

e. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program unggulan yang 

menjadi urusan kesehatan adalah Program JAMKESTA, dengan 

berpedoman pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk menjamin 

seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar yang 

layak, termasuk didalamnya kesehatan. Hal ini diperkuat dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS).  

Sejak tahun 2012 Provinsi Gorontalo telah mengembangkan 

program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dengan 

besaran premi perjiwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan 

pada tahun 2014berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 

Nomor 4 tahun 2014telah terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dengan pembagian kuota kepesertaan 60% 

ditanggung oleh Provinsi dan 40% ditanggung oleh 

Kabupaten/Kota. Besaran premi mengikuti ketentuan BPJS yakni 
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tahun 2014 - 2015 sebesar Rp. 19.225 perjiwa dan tahun 2016 

menjadi Rp. 23.000 perjiwa. 

  Untuk mencapai Universal Health Coverage masih 

terdapat 135.708 jiwa penduduk atau sebesar 11,69% yang belum 

memiliki jaminan kesehatan, sehingga Provinsi Gorontalo terus 

mengupayakan advokasi kepada pemerintah Kab/Kota dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi peserta 

mandiri BPJS. Dalam mengantisipasi terdapatnya masyarakat 

miskin yang belum tercover BPJS, Pemerintah Provinsi Gorontalo 

mulai tahun 2015 menyediakan dana perawatan rumah sakit 

sebesar Rp. 315.000.000,- yang telah digunakan untuk 

pembiayaan perawatan rumah sakit untuk 62 orang pasien. Pada 

tahun 2016 dana talangan dana perawatan rumah sakit meningkat 

menjadi Rp. 3.208.920.000,- yang sampai dengan bulan Juni 2016 

telah menanggulangi biaya perawatan rumah sakit sebanyak 117 

orang pasien. Masyarakat yang menggunakan dana perawatan 

rumah sakit ini adalah masyarakat miskin yang sudah masuk 

rumah sakit tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan serta tidak 

dapat memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan ke BPJS 

Kesehatan, dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) dan Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Biaya 

bantuan perawatan ini hanya dapat digunakan dalam sekali kasus 

f. Manajemen, Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan. 

Perencanaan kesehatan mulai dari tingkat kementrian kesehatan 

sampai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah 

memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-planning, e-

budgeting dan e-monev. Regulasi yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan 

diterbitkan antara lain Peraturan Menteri Kesehatan untuk 

memperkuat pemerataan SDM Kesehatan, pembiayaan kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan sistem informasi 

kesehatan, kemandirian dan penyelenggaraan JKN dan upaya 

kesehatan lainnya.  
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2.3.2. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja program Dinas Kesehatan dalam pencapaian Derajat 

Kesehatan Masyarakat di Provinsi Gorontalo 2012 - 2016 dapat dilihat dari 

Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Status Gizi sebagai berikut : 

2.3.2.1. Angka Kematian (Mortalitas) 

1) Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu 

indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kondisi ini 

disebabkan oleh kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu 

hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama 

kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post 

partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care 

dilaksanakan dengan baik. Tahun 2012 AKI berada pada angka 219,5 per 

100.000 kelahiran hidup, sementara tahun 2016 mengalami peningkatan 

hingga 301,7 per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target yang telah 

ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 128,9 per 100.000 kelahiran hidup. 

Grafik 2.1 
Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo  

Tahun 2012-2016 

 
 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 

tahun 2015 dan 2016 tertinggi berada di Kabupaten Bone Bolango dan 

Boalemo. Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah ini 

Grafik 2.2 

Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2015 dan 2016 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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Grafik 2.3 

Trend Jumlah dan Angka Kematian Bayi  
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016 

 

         Sumber data : Profil Kesehatan Tahun 2012 - 2016 

Penyebab kematian pada kelompok umur ini disebabkan oleh Berat Bayi Lahir 
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Grafik 2.4 

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 

menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo  

Tahun 2015 dan 2016 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 

 

Sementara itu Angka Kematian Balita (AKABA)di Kabupaten/Kota 
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tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 28,6per 1.000 
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Grafik 2.5 

Angka Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota  

Tahun 2015 dan 2016 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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2.3.2.2. Angka Kesakitan (Morbiditas) 

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan 

masyarakat di Provinsi Gorontalo. Beberapa indikator morbiditas penyakit 

tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global. Program utama 

untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem 

surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan 

lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan 

program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi 

Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria 

dan penyakit Demam Berdarah (DBD).  

Persentase kesembuhan TB BTA+ tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2016 penemuan kasus TB BTA+ 

sebanyak 2.014 kasus tetapi persentase angka kesembuhan belum dapat 

dihitung karena masih ada yang belum selesai pengobatan. 

Grafik 2.6 

Persentase kesembuhan dan jumlah penemuan kasus baru TB BTA+ 
Provinsi Gorontalo tahun 2012 s/d 2015 

 

 

    Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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kasus. Dari data sebaran kasus TB BTA+ di Kabupaten/Kota, maka total kasus 

TB BTA+ di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2016 sebanyak 2.014 kasus, 

mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebanyak 2.112 kasus. 

Grafik 2.7 

Jumlah Kasus TB BTA+ 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2015 s/d 2016 

 

 

 

 

 

                Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 

        Disamping itu, untuk angka kesakitan DBD, Diare dan Malaria tahun 2016, 

tertinggi berada di Kota Gorontalo dengan angka kesakitan 84,28 per 100.000 

penduduk,  disusul oleh Kabupaten Gorontalo 80,73 per 100.000 penduduk. 

Sementara itu angka kesakitan Diare tertinggi di laporkan oleh Kabupaten 

Gorontalo Utara sebanyak 26,09 per 1000 penduduk, kemudian Kabupaten 

Gorontalo dengan 23,74 per 1000 penduduk. Untuk penyakit malaria di Provinsi 

Gorontalo mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012 sebesar 12,6 

per 1.000 pendudukmenjadi 0,15 per 1.000 penduduk pada tahun 2016. Untuk 

lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik dibawah ini. 

Grafik 2.8 

Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare 

Di Kabupaten / Kota Tahun 2016 
 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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Kecenderungan prevalensi kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo 

mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik dibawah 

ini. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan HIV AIDS. Penanganan intensif secara menyeluruh dan 

terpadu untuk mencegah dan menanggulangi HIV AIDS perlu digalakkan 

diantaranya sosialisasi pencegahan HIV AIDS pada kelompok potensial. 
 

Grafik 2.9 

Jumlah Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo  

Tahun 2012 s/d 2016 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 

 

2.3.2.3. Status Gizi 

Keadaan status gizi anak balita di Provinsi Gorontalo telah 

menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan 

dengan penurunan kasus balita dengan gizi buruk dari jumlah 703balita di 

tahun 2012 menurun menjadi 367 kasus tahun 2016. Hal jni dapat dilihat 

pada persentase balita gizi buruk selang Tahun 2012 – 2016 pada tabel 

dibawah ini : 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

HIV 47 57 75 82 100

AIDS 62 87 100 130 160

47
57

75 82
100

62 

87 
100 

130 

160 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

JUMLAH PENDERITA HIV/AIDS PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2012 - 2016

HIV AIDS



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 31 

 

 

Grafik 2.10 
Trend Persentase Balita Gizi Buruk  

Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016 

 
                                 Sumber data : Profil Kesehatan Tahun 2012 – 2016 

Kasus gizi buruk tahun 2015 – 2016 tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo 

disusul  Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Grafik 2.11 

Kekurangan Gizi Balita (Gizi Buruk) menurut Kabupaten/Kota  

Tahun 2015 dan 2016 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016 
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2.3.3. SPM dan Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 

Rasio Capaian indidator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008  yang 

dilaporkan melalui aplikasi spm.depkes.go.id oleh Pengelola SIK Kabupaten/Kota 

selang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, masih terdapat 2 (dua) indikator 

yang Rasio Capaiannya kurang dari 50% yakni Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita panyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 

penduduk < 15 tahun hanya 6,14% dan Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit pasien baru TB BTA Positif  22,30%. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.8 

CAKUPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 

BIDANG KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 

TAHUN  2012 s/d 2016 

N

O 
INDIKATOR TARGET 

CAKUPAN 
 

RASIO CAPAIAN 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Cakupan kunjungan bumil K4 95% 89.49 89.0 90.41 91.83 81.72 94,2 93.68 95.16 96.66 86.02 

2 
Cakupan komplikasi kebidanan yang 

ditangani 
80% 75.49 69.42 79.04 92.84 87.52 94.36 86.78 98.8 116.1 109.4 

3 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan 

90% 94.09 90.90 90.32 92.59 86.22 104.5 101 100.4 102.9 95.8 

4 Cakupan pelayanan nifas 90% 84.77 87.74 88.67 87.77 81.02 94.18 97.48 98.52 97.52 90.02 

5 
Cakupan neonates dengan komplikasi yang 

ditangani 
80% 35.77 30.66 53.10 39.15 41.72 44.71 38.32 66.37 48.93 52.15 

6 Cakupan kunjungan bayi 90% 84.67 71.55 85.20 84.50 90.95 94.07 79.5 94.66 94.66 101.1 

7 
Cakupan desa / kelurahan Universal Child 

Imunization (UCI) 
100% 70.98 67.67 85.66 82.22 84.68 70.98 67.67 85.66 82.22 84.68 

8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 67.30 41.38 48.58 61.65 65.93 74.77 45.97 53.97 68.5 73.25 
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N

O 
INDIKATOR TARGET 

CAKUPAN 
 

RASIO CAPAIAN 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

9 

Cakupan pemberian makanan pendamping 

ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga 

miskin 

100% 43.42 70.97 74.59 87 100 43.42 70.97 74.59 87 100 

10 
Cakupan balita Gizi buruk mendapat 

perawatan 
100% 98.22 100 102.78 105 101 98.22 100 102.78 105 101 

11 
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 

dan setingkat 
100% 91.20 87.86 102.27 105 83 91.20 87.86 102.27 105 83 

12 Cakupan peserta KB aktif 70% 81.02 75.12 84.20 85.22 80.67 115.7 107.3 120.3 121.7 115.3 

13 

- Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita panyakit – Acute Flacid Paralysis 

(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 

tahun 

100% 14.17 3.11 0.01 5.50 6,14 14.17 3.11 0.01 5.50 6,14 

 
- Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit pneumonia balita 
100% 26.53 16.78 31.40 62.98 75,13 26.53 16.78 31.40 62.98 75,13 

 

- Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit pasien baru TB BTA 

Positif 

100% 42.91 70.79 79.85 81.83 22,30 42.91 70.79 79.85 81.83 22,30 

 
- Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit DBD yang ditangani 
100% 100 103.42 103.80 108 100 100 103.42 103.80 108 100 
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N

O 
INDIKATOR TARGET 

CAKUPAN 
 

RASIO CAPAIAN 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

 
- Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit penderita diare 
100% 72.18 18.56 96.07 11.48 63,49 72.18 18.56 96.07 11.48 63,49 

14 
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien 

masyarakat miskin 
100% 83.94 53.67 52.81 47.11 58,75 83.94 53.67 52.81 47.11 58,73 

15 
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 

pasien masyarakat miskin 
100% 3.53 3.10 10.42 1.81 20,45 3.53 3.10 10.42 1.81 20,45 

16 

Cakupan pelayanan Gawat Darurat level I 

yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 

di Kabupaten / Kota 

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17 

Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB 

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 

24 jam 

100% 100 54.22 100 100 104 100 54.22 100 100 100 

18 
Cakupan desa siaga aktif sebanyak 357 desa 

siaga aktif dengan persentase 
80% 64.82 64.29 72.98 82 73,22 81.02 80.36 91.22 102.5 91,52 

Sumber Data : Dinas kesehatan Kabupaten / Kota 2016 
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Sementara itu untuk capaian kinerja indikator renstra Dinas Kesehatan 2012-

2017, dihitung menggunakan Analisis Capaian Kinerja yang dikelompokkan dalam  2 

(dua) kelompok  pengukuran yakni; 1) Semakin tinggi realisasi (capaian) semakin tinggi 

persentase capaian kinerja atau sebaliknya, dengan menggunakan rumus  = 

Realisasi/Target x 100%, dan 2) Semakin  rendah  realisasi (capaian) semakin tinggi  

persentase  capaian  kinerja atau sebaliknya, dengan menggunakan rumus = ((2 x 

Target)- Realisasi)/(Target) x 100%. Dari hasil perhitungan tersebut, rasio capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sampai dengan 2016, terdapat beberapa 

indikator yang rasio capainnya dibawah 50%yakni Angka Kematian Ibu/100.000, Rasio 

dokter umum per satuan penduduk hanya dan Rasio tenaga apoteker per satuan 

penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 
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Tabel 2.9 

Indikator Kinerja Renstra  
Dinas kesehatan Provinsi Gorontalo  

Tahun 2012 - 2016 

N
O 

Indikator 

TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA RASIO CAPAIAN KINERJA 

2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 

1 Angka Usia 
Harapan 
Hidup 
(UHH) 

66,8 67,52 67,88 67,88 68,5 67,11 67 67,54 67 67,12 100,5 99.22 99.49 98.70 97,98 

2 Persentase 
Balita Gizi 
Buruk 

4,49 4,03 3,80 3,80 3,34 3,08 2,32 2,32 5,7 4,56 29,27 35,35 36,57 13,16 63,47 

3 Angka 
Kematian 
Ibu/100.00
0 

219,5 200 159,1 128,9 102,0 243 251,7 194,8 253,4 301,7 0,41 0,38 0,49 0,02 -95,78 

4 Angka 
Kematian 
Bayi/1.000 
Kelahiran 
Hidup 

14,8 17 16 15 12,8 18,7 13,46 13,9 11,5 14,9 4,98 7,11 7,08 8,23 83,59 

5 Angka 
kematian 
neonatal/1.0
00 kelahiran 
hidup 

11,8 11,00 10,30 9,40 8,90 11,7 10 9,8 8,0 10,9 8,55 9,92 10,19 12,23 77,53 

6 Angka 
Kematian 
Balita/1.000 
Kelahiran 
Hidup 

20,9 19,70 18,50 17,40 16.20 20,9 15,35 15,3 12,7 18,3 4,79 6,20 6,35 7,30 87,04 

7 Cakupan 
Balita Gizi 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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N
O 

Indikator 

TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA RASIO CAPAIAN KINERJA 

2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 

Buruk 
mendapat 
perawatan 

8 Jumlah 
Posyandu 

1230 1330 1.384 1.440 1500 1302 1233 1.304 1.537 1.290 105,9 92,70 94,21 106,7 86 

9 Rasio 
Posyandu 
per satuan 
balita 

11,27 11,65 11,85 12,06 12,28 11,05 11,09 14,58 11,85 9,20 98,04 95,19 123 98,25 74,91 

10 Rasio 
puskesmas 
per satuan 
penduduk 

0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 100 100 88,88 88,88 100 

11 Rasio pustu 
per satuan 
penduduk 

0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,13 0,22 0,21 0,21 0,21 54,16 91,66 84 84 84 

12 Rasio RS 
per satuan 
penduduk 
(Jumlah 
RS/Jlh Pddk 
x 1000) 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,09 0,01 0,011 0,011 0,012 1285,7 142,9 157,1 157,1 171,4 

13 Rasio dokter 
gigi 
persatuan 
penduduk 

0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 200 200 200 66,67 75 

14 Rasio dokter 
spesialis per 
satuan 
penduduk 

0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,04 166,7 100 100 133,3 66,66 

15 Rasio dokter 
umum per 
satuan 
penduduk 

0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,26 0,24 0,24 0,16 0,14 108,3 92,30 88,88 57,14 48,27 

16 Rasio 
tenaga 

1,05 1,23 1,32 1,40 1,49 1,23 1,45 1,45 1,06 0,85 117,1 117,9 109,9 75,71 57,04 
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N
O 

Indikator 

TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA RASIO CAPAIAN KINERJA 

2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 

medis  
(perawat) 
per satuan 
penduduk 

17 Rasio 
tenaga 
medis 
(bidan) per 
satuan 
penduduk 

0,49 0,66 0,74 0,83 0,91 0,66 0,89 0,89 0,49 0,69 134,7 134,8 120,3 59,03 75,82 

18 Rasio 
tenaga 
nutritionist 
per satuan 
penduduk 

0,23 0,27 0,29 0,31 0,33 0,27 0,22 0,22 0,15 0,17 117,4 100 75,86 48,38 51,51 

19 Rasio 
tenaga 
apoteker per 
satuan 
penduduk 

0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,02 0,04 150 131,3 85,71 28,57 50 

20 Rasio 
Tempat 
Tidur RS 
1/750 
Penduduk  

0,66 0,64 1,00 1,00 1,00 0,66 0,84 0,71 0,85 1,0 100 189,9 71 85 100 

21 Cakupan 
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 
pasien 
masyarakat 
miskin 

100% 81% 100% 92% 94% 100% 153,84% 110% 129% 120 % 100 126,8 110 140,2 127,7 

22 Cakupan 
komplikasi 
kebidanan 
yang 

58,49 64,77 67,91 71,05 74,19 76,33 82,12 73,61 75,47 92,6 130,5 102,4 108,4 106,2 124,8 
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N
O 

Indikator 

TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA RASIO CAPAIAN KINERJA 

2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 2012 2013 2014 2015 1016 

ditangani 

23 Cakupan 
pertolongan 
persalinan 
oleh tenaga 
kesehatan 
yg memiliki 
kompetensi 
kebidanan 

91,00 93,50 96,5 94,50 100 78,63 95,72 91,0 92,4 82,9 86,40 102,4 94,30 97,77 82,9 

24 Cakupan 
desa/kelurah
an Universal 
Child 
Immunizatio
n (UCI) 

68,2 75,00 14,00 87,50 93,75 67 73,1 85,7 87,5 89,6 98,24 97,46 612,1 100 95,57 

25 Prevalensi 
kekurangan 
gizi (standar 
WHO, 2005) 

17,05 14,22 81,25 13,78 13,56 14,44 10,87 65 24,5 22,25 84,69 76,44 80 177,8 164,1 

26 Persentase 
rumah 
tangga 
pengguna air 
bersih yang 
sehat 

53,0 63,5 67 68,78 69,56 60,7 59 42,5 63,4 69,5 114,5 92,91 63,43 92,17 99,91 

27 Jumlah 
masyarakat 
miskin yang 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan 
gratis 

199,477 170.392 154.698 138.199 120.868 357.035 325.236 280.884 235.058 907,125 178,9 190,9 181,6 170,1 750,5 
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2.3.4. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan SKPD 

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan, anggaran 

APBD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 mengalami 

peningkatan dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran sampai dengan tahun 

2016 mencapai 0.60 dan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 0,61. 

      Proporsi belanja langsung cenderung meningkatdari 58% pada tahun 

2012 menjadi 83% pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini. 

 

Grafik 2.12 

Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dikes 
Selang Tahun 2012 - 2016 

 

 

Sementara itu rasio antara realisasi dan anggaran selama tahun 2012 hingga 

tahun 2016 untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari 86% Tahun 2012 

menjadi 94% tahun 2016. Belanja barang dan jasa tidak mengalami 

peningkatan, serta belanja modal cenderung menurun dari 96% tahun 2012 

menjadi 73% pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 
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Tabel 2.10 
Realisasi Keuangan Urusan Kesehatan 

Selang Tahun 2012 s/d 2016 

NO URAIAN 
ANGGARAN REALISASI 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Belanja Tidak Langsung 16.234.683.391 16.227.614.861 16.313.734.536 18.582.839.472 16.337.787.550 13.883.887.869 15.881.742.510 14.019.983.935 15.518.109.349 16.318.448.824 

2 Belanja Langsung : 22.385.400.000 48.922.943.062 64.177.285.000 73.813.111.919 81.378.704.535 21.630.106.158 45.771.655.612 62.266.991.208 72.350.750.323 74.845.818.744 

 2.1. Belanja Pegawai 1.664.590.000 1.812.350.000 984.000.000 1.057.445.000 1.275.410.000 1.423.544.001 1.773.522.791 882.827.500 1.044.685.226 1.195.175.000 

 2.2. Belanja Barang dan 
Jasa 

19.669.272.199 45.181.590.562 57.476.020.500 68.821.086.570 70.453.502.695 19.197.056.607 42.141.204.621 56.642.270.333 67.995.163.097 66.574.586.210 

 2.3. Belanja Modal 1.051.537.801 1.929.002.500 5.717.264.500 3.934.580.349 9.649.791.840 1.009.506.550 1.856.928.200 4.741.893.375 3.310.092.000 7.076.057.534 

JUMLAH 38.620.083.391 65.150.557.923 80.491.019.536 92.395.951.391 97.716.492.085 35.513.994.027 61.653.398.122 76.286.975.143 87.868.859.672 91.164.267.568 

 
 

Tabel 2.11 
Realisasi Keuangan Urusan Kesehatan 

Selang Tahun 2012 s/d 2016 

NO URAIAN 
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN RATA-RATA PERTMBUHAN 

2012 2013 2014 2015 2016 ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Belanja Tidak Langsung 86% 98% 86% 84% 100% 0.01 0,15 

2 Belanja Langsung : 97% 94% 97% 98% 92% 0,72 0,71 

 2.1. Belanja Pegawai 86% 98% 90% 99% 94% -0,31 -0,19 

 2.2. Belanja Barang dan 

Jasa 
98% 93% 99% 99% 94% 0.72 0,71 

 2.3. Belanja Modal 96% 96% 83% 84% 73% 0,89 0,86 

JUMLAH 92% 95% 95% 95% 93% 0,60 0,61 
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Tabel 2.12 
Realisasi Keuangan Urusan Kesehatan Berdasarkan Belanja Program 

Selang Tahun 2012 s/d 2016 

NO PROGRAM 
2012 (Rp.) 2013 (Rp.) 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran 
1.718.742.800 1.362.271.920 1.989.955.844 1.681.077.213       

2 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Perkantoran 

1.322.951.701 1.236.662.300 3.084.392.000 2.701.978.050       

3 

Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

254.758.230 231.860.900 
452.180.500 426.183.731       

4 
Program Obat dan 

perbekalan kesehatan 

250.268.668 248.776.900 
1.103.574.250 1.101.386.500 2.826.683.000 2.561.913.500 959.110.400 901.311.090 437.663.000 380.504.900 

5 
Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

323.600.800 317.463.100 
592.322.825 549.190.439 334.865.000 324.586.000 491.644.700 480.394.850 492.012.000 480.846.600 

6 

Program Promosi Kesehatan 

dan pemberdayaan 

masyarakat 

363.063.231 324.332.295 
35.751.294.768 33.767.244.764 165.535.000 151.881.200 224.604.500 207.741.300 491.278.000 441.239.800 

7 
Program Perbaikan Gizi 

masyarakat 

537.615.045 530.627.175 
934.034.500 852.983.600 703.040.000 681.053.300 592.961.250 581.147.250 450.000.000 393.487.000 

8 
Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

229.808.959 222.664.700 
223.564.250 217.951.200 360.542.500 354.204.300 148.576.000 139.808.500 350.000.000 211.600.000 

9 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Menular 

673.478.132 623.976.700 
674.918.950 643.757.700 608.115.000 550.631.025 525.207.375 462.281.100 548.985.000 427.254.100 

10 
Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

635.833.929 575.411.335 
1.256.407.250 1.141.991.100   256.681.750 219.976.800 430..596.000 319.829.800 
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NO PROGRAM 
2012 (Rp.) 2013 (Rp.) 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI 

11 
Program pelayanan 

Kesehatan penduduk Miskin 
1.775.225.000 1.698.504.437 692.775.000 614.832.324 489.855.000 473.229.150 878.454.500 842.826.400 907.086.000 819.708.000 

12 
Peningkatan pelayanan 

Kesehatan Anak Balita 
50.787.655 50.425.000   196.784.700 196.399.600 138.610.750 129.709.950 244.230.000 244.120.000 

13 

Program Peningkatan 

Keselamatan Ibu Melahirkan 

dan Anak 

186.425.000 181.707.500 355.838.250 352.854.000 414.098.750 281.063.900 547.342.000 452.945.550 602.796.500 547.392.777 

14 
Program Upaya Kesehatan 

Perorangan 
13.719.684.275 13.696.950.775 175.429.675 167.470.700 880.000.000 827.432.195 409.277.300 393.641.600 878.854.000 762.066.362 

15 
Program Pembinaan Upaya 

Kesehatan 

343.156.575 300.471.000 
        

16 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

  280.400.000 265.519.900       

17 

Program Kemitraan 

Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan 

  
1.355.855.000 1.133.458.100       

18 

Program Peningkatan 

Pelayanan Administrasi, 

Sarana Prasarana dan SDM 

Aparatur 

  
  5.855.818.850 4.889.485.116 5.558.840.975 5.171.909.718 4.417.128.446 3.748.094.526 

19 

Program Peningkatan 

Perencanaan, Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan 

    1.077.297.000 958.496.561 1.316.315.750 1.123.780.862 1.068.128.500 970.150.350 

20 
Program Pembiayaan dan 

Jaminan Kesehatan 

  
  49.727.174.200 49.553.936.561     

21 
Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 

  
  242.318.000 241.303.000 130.251.500 119.866.000 81.379.000 56.890.000 
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NO PROGRAM 
2012 (Rp.) 2013 (Rp.) 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI 

22 

Program Peningkatan 

Capacity Building Bidang 

Kesehatan 

  

  259.159.000 221.375.800     

23 Jamkesta       60.777.218.169 60.536.251.353 61.189.093.089 59.151.254.209 

24 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Instalasi Farmasi (DAK) 

  

    1.038.015.000 587.158.000 8.556.470.000 5.992.963.694 

Total 
 

22.385.400.000 

 

21.602.106.037 

 

48,922,943,062 

 

45,617,879,321 

 

64.177.285.000 

 

62.266.991.208 

 

73.813.111.919 

 

72.350.750.323 71.246.699.535 74.845.818.744 
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2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan 

   Berdasarkan data SPM dan Capaian Kinerja Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Provinsi GorontaloTahun 2012 –2017, untuk mengetahui tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada lima tahun 

mendatang, digunakan analisis SWOT sebagai berikut: 

a. Strengths (kekuatan) 

1) Adanya regulasi yang menjadikan pelaksanaan tugas menjadi legal formal. 

2) Adanya struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang 

dan ditambah dengan rumah sakit dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo. 

3) Adanya sumber daya berupa tenaga kesehatan dan dana. 

b. Weakness (kelemahan) 

1) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan 

kesehatan. 

2) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, 

perbatasan dan kepulauan. 

3) Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di 

daerah perkotaan. 

c. Opportunities (kesempatan) 

1) Adanya berbagai kesempatan untuk melakukan mitra kerja dengan organisasi 

diluar Dinas Kesehatan untuk ikut serta dalam program kesehatan 

d. Threats (ancaman) 

1) Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Kasus Gizi Buruk 

2) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti 

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberculosis (TB). 

3) Meningkatnya penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke 

dan Penyakit Jantung.  

4) Masih rendahnya  akses air bersih dan sanitasi lingkungan pada masyarakat. 

5) Masih terdapat fasyankes yang belum terstandar akreditasi 

6) Masih rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit 
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Matriks 2.1.  Analisis SWOT Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 
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 INTERNAL 

Opportunities(kesempatan) Threats (ancaman) 

Adanya berbagai kesempatan 

untuk melakukan mitra kerja 

dengan organisasi diluar Dinas 

Kesehatan untuk ikut serta dalam 

program kesehatan 

 

1) Masih Tingginya AKI, 

AKB dan Kasus Gizi 

Buruk 

2) Masih tingginya angka 

kesakitan dan kematian 

akibat penyakit menular 

seperti Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dan 

Tuberculosis (TB). 

3) Meningkatnya penyakit 

tidak menular seperti 

Hiperensi, Diabetes 

Melitus, Stroke dan 

Penyakit Jantung.  

4) Masih rendahnya  akses 

air bersih dan sanitasi 

lingkungan pada 

masyarakat. 

5) Masih terdapat 

fasyankes yang belum 

terstandar akreditasi 

6) Masih rendahnya 

Kesadaran masyarakat 

terhadap deteksi dini 

penyakit. 

Strengths (kekuatan) 1. Adanya regulasi yang 

menjadikan pelaksanaan tugas 

menjadi legal formal dan 

adanya struktur organisasi yang 

1. Adanya regulasi, struktur 

organisasi yang 

kompleks mulai dari 

adanya sekretaris, bidang 

1) Adanya regulasi 

yang menjadikan 

pelaksanaan tugas 
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menjadi legal 

formal. 

2) Adanya struktur 

organisasi yang 

kompleks mulai dari 

adanya sekretaris, 

bidang dan ditambah 

dengan rumah sakit 

dan UPT di Dinas 

Kesehatan Provinsi 

Gorontalo. 

3) Adanya sumber daya 

berupa tenaga 

kesehatan dan dana. 

 

kompleks mulai dari adanya 

sekretaris, bidang dan 

ditambah dengan rumah sakit 

dan UPT di Dinas Kesehatan 

Provinsi Gorontalo merupakan 

peluang untuk menangkap 

berbagai kesempatan untuk 

mendapatkan bantuan dari 

mitra kerja dengan organisasi 

diluar dinas kesehatan dalam 

program kesehatan di Dinas 

Kesehatan Provinsi Gorontalo 

(S1 ; O) 

2. Adanya sumber daya berupa 

tenaga kesehatan dan dana 

memberikan banyak link atau 

chenel untuk menangkap 

kesempatan dalam melakukan 

mitra kerja dengan organisasi 

diluar Dinas Kesehatan untuk 

ikut serta dalam program 

kesehatan (S3 ; O) 

dan ditambah dengan 

rumah sakit dan UPT di 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Gorontalo dan 

sumber daya berupa 

tenaga kesehatan dan 

dana merupakan 

kekuatan untuk 

mengurangi dan 

memperkecil tingginya 

angka kematian ibu 

melahirkan, angka 

kesakitan dan kematian 

akibat penyakit menular 

dan penyakit tidak 

menular, serta masih 

rendahnya  akses air 

bersih dan sanitasi 

lingkungan pada 

masyarakat (S1,2,3 ; 

T1,2,3,4) 

 

Weakness (kelemahan) Menjadikan kelemahan seperti, 

belum terlindunginya masyarakat 

secara maksimal terhadap beban 

pembiayaan kesehatan, rendahnya 

aksesibilitas terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas 

terutama pada kelompok 

penduduk miskin, 

daerahtertinggal, terpencil, 

perbatasan dan kepulauan, serta 

distribusi tenaga kesehatan belum 

1. Meningkatkan 

perlindungan masyarakat 

secara maksimal 

terhadap beban 

pembiayaan kesehatan 

untuk menekan tingginya 

angka kematian ibu 

melahirkan (W1 ; T1) 

2. Meningkatkan 

perlindungan masyarakat 

secara maksimal 

1) Belum terlindunginya 

masyarakat secara 

maksimal terhadap 

beban pembiayaan 

kesehatan. 

2) Masih rendahnya 

aksesibilitas terhadap 

pelayanan kesehatan 

yang berkualitas 

terutama pada 
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kelompok penduduk 

miskin, daerah 

tertinggal, terpencil, 

perbatasan dan 

kepulauan. 

3) Distribusi tenaga 

kesehatan belum 

merata, lebih 

terkonsentrasi di daerah 

perkotaan 

merata, lebih terkonsentrasi 

didaerah perkotaan sebagai alat 

untuk mendapatkan bantuan dari 

mitra kerja dengan organisasi 

diluar Dinas Kesehatan untuk ikut 

serta dalam program kesehatan 

Provinsi Gorontalo (W1,2,3; O1) 

terhadap beban 

pembiayaan kesehatan 

untuk menekan angka 

kesakitan dan kematian 

akibat penyakit menular 

(W1 ; T2) 

3. Meningkatkan 

perlindungan masyarakat 

secara maksimal 

terhadap beban 

pembiayaan kesehatan 

untuk menekan angka 

kesakitan dan kematian 

akibat penyakit tidak 

menular (W1 ; T3) 

4. Meningkatkan 

perlindungan masyarakat 

secara maksimal 

terhadap beban 

pembiayaan kesehatan 

untuk menekan masih 

rendahnya  akses air 

bersih dan sanitasi 

lingkungan pada 

masyarakat khususnya 

masyarakat miskin (W1 ; 

T4) 

5. Meningkatkan 

aksesibilitas terhadap 

pelayanan kesehatan 

yang berkualitas 

terutama pada kelompok 

penduduk miskin, 
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daerahtertinggal, 

terpencil, perbatasan dan 

kepulauan, dibandingkan 

denganlaju pertumbuhan 

penduduk dan pemeratan 

distribusi tenaga 

kesehatan yang belum 

merata dan terkonsentrasi 

didaerah perkotaan untuk 

menekan tingginya angka 

kematian ibu melahirkan 

(W2,3; T1) 
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BAB III 

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS   
 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD 

Pelayanan Dinas Kesehatan 

Permasalahan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi 

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : 

Kesehatan Ibu dan Anak. Indikator peningkatan kesehatan ibu dalam Tujuan 

Pembangunan Milenium Berkelanjutan (SDGs) adalah penurunan kematian ibu yang 

dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

(MDG 5a). Melihat data trent Angka Kematian Ibu (AKI) yang terus mengalami 

peningkatan dari 194,8 per 100.000 Kelahiran Hidup (39 kematian dari 20.031 

Kelahiran Hidup) pada Tahun 2014 menjadi 301,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (61 

kematian dari 20.222 Kelahiran Hidup) tahun 2016, ini menunjukkan tujuan ketiga dari 

SDGs yakni peningkatan kualitas hidup dengan target mengurangi angka kematian ibu 

hingga  di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 sangat sulit untuk 

dicapai, jika upaya yang dilakukan hanya dengan mengatasi faktor penyebab langsung 

kematian ibu, tetapi tidak mengatasi faktor penyebab tidak langsungnya.  

    Penyebab kematian ibu adalah hasil dari interaksi dari berbagai faktor, baik klinis 

maupun non klinis seperti sistem pelayanan kesehatan, perilaku dan tingkat 

kesejahteraan. Komplikasi Kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam jiwa 

dapat dicegah dan ditangani bila: 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga 

kesehatan (bidan desa); 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang 

sesuai standar, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan 

persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III  untuk mencegah perdarahan 

pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) 

apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan di puskesmas dapat memberikan 

pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan 

rujukan; 5) proses rujukan efektif;  6) pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna. 

Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang berkesinambungan (continuum of care), 

yang melibatkan semua pihak mulai dari hulu (masyarakat, puskesmas) sampai ke hilir 

(rumah sakit) yang didukung dengan sistem rujukan yang memadai. 
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   Tantangan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu saat ini yakni : 1) 

Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja dan 

memperbaiki status gizi dan kesehatan lingkungan ibu hamil dengan keanekaragaman 

makanan menjadi potensi peningkatan gizi ibu hamil dan pengembangan paket 

pemberian makanan tambahan ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien; 

2) Menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang saat ini 

berdasarkan hasil mapping sarana prasara untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di 

93 puskesmas tahun 2015 hanya 50% yang sesuai standar; 3) Penguatan tenaga 

kesehatan yang menangani kesehatan ibu dan anak khusunya bidan yang tersebar di 

fasilitas pelayanan primer (puskesmas) belum semua mempunyai kompotensi standar 

yang memadai dalam Asuhan Persalinan Normal (APN), dari data 856 bidan tahun 

2016 yang ada hanya 248 bidan yang sudah dilatih APN, serta terdapat beberapa 

puskesmas perawatan yang sudah dilatih PONED tetapi timnya sudah tidak lengkap 

karena adanya mutasi tenaga, sehingga fungsi puskesmas PONED sebagai pusat 

penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak tingkat pertama tidak maksimum; 4); 

Penguatan sistem rujukan yang belum maksimal di kabupaten kota, dan kesiapan 

faskes penerima rujukan serta penyiapan transportasi yang sesuai stantar rujukan, 

serta; 5) Menggalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang; 6) Dukungan 

Pemerintah Provinsi terhadap pembiayaan untuk pencapaian SPM Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota.   

Perbaikan Gizi Masyarakat. Prevalensi balta gizi kurang di Provinsi Gorontalo 

mengalami penurunan dari 24,5% tahun 2015 menjadi 22,25% tahun 2016 namun 

masih diatas target RPMD tahun 2016 yakni 13,56%. Permasalahan utama mengenai 

gizi masyarakat adalah disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan yakni : 

Permasalahan pertama; kurang asupan makanan antara lain disebabkan oleh pola 

asuh /perilaku ibu memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi 

kecukupan gizi anak balitanya, selain ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga 

terutama pada keluarga miskin. Ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga tidak 

terlepas dari hasil produksi pertanian, perikanan, serta distribusi pangan yang ada 

dimasyarakat dan daya beli pangan sampai di tingkat keluarga. Oleh sebab itu Perda 

nomor 3 tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah 

Gorontalo  terus dimantapkan ditingkat masyarakat, serta pemanfaatkan secara 

optimal potensi sumber daya alam wilayah provinsi Gorontalo yang kaya bahan 

pangan, dan ; Permasalahan  kedua;  tingkat kesakitan anak termasuk diare, cakupan 

imunisasi lengkap pada bayi, dan akses terhadap air minum dan sanitasi juga menjadi 



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 53 

 

pencetus masalah gizi masyarakat. Data menunjukkan angka kesakitan yang 

disebabkan oleh diare per 1.000 penduduk tahun 2016 mencapai 19,22, cakupan 

imunisasi baru mencapai 89,60% dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 93,75%, serta 

rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air bersih sebesar 69,5% 

dan penduduk yang memiliki akses sanitasi layak hanya 56,27% hingga tahun 2016. 

Tantangan dalam peningkatan status gizi masyarakat adalah : 1) Intervensi 

melalui Pemberian makanan tambahan dan vitamin kepada balita gizi buruk dan ibu 

hamil KEK di TFC (Therapeutic Feeding Centre = panti pemulihan gizi buruk anak 

balita dan ibu hamil KEK) yang ada diseluruh kabupaten/kota, untuk mencegah Ibu 

Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari risiko mengalami perdarahan saat melahirkan 

dan mencegah kecenderungan melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), namun 

kebanyakan anak gizi buruk dan ibu hamil KEK dengan berbagai alasan tidak mau 

dirawat di TFC, sehingga langkah yang dlakukan oleh dinas kesehatan adalah 

Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan ( PMT) pemulihan dan PMT 

penyuluhan langsung ke rumah, dibawa pengawasan petugas gizi puskesmas 

bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK dan kader kesehatan yang ada di desa ; 2) 

Meningkatkan pengetahuan ibu balita untuk mengenal bahan makanan bergizi, cara 

pembuatan/memasak  makanan, cara penyajian yang sehat agar anak terpelihara 

kesehatannya, karena setiap kasus gizi buruk yang ditangani di TFC memerlukan 

waktu yang lama mulai dari tahap Stabilisasi-Transisi-Rehabilitasi – yang dilanjutkan 

setelah anak kembali kerumah; 3) Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 

(Perpres No. 42 Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik 

(sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) yang sejalan 

dengan pembangunan gizi global yaitu Scaling Up 

Nutrition (SUN) Movement yang difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 

yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

serta dukungan komitmen pengambil kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun di 

abupaten/kota. 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Dari sisi pengendalian 

penyakit dan peningkatan kesehatan lingkungan, permasalahan yang dihadapi adalah 

penyakit menular dan tidak menular. Saat ini prevalensi penyakit tidak menular 

cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi 

mencapai 29%, tingginya glukosa darah, dan obesitas mencapai 33,3% (Riskesdas 

2013). Hal ini disebabkan oleh pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan 

merokok.  Sementera untuk penyakit menular, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) 



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 54 

 

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi endemis. Tahun 2016 yang 

meninggal akibat DBD mencapai 6,5% (25 orang dari jumlah kasus DBD 692 orang) 

target nasional <1%. Sedangkan untuk Angka Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 

penduduk tahun 2016 mencapai 249, Jumlah penderita HIV tahun 2016 mencapai 100 

orang dan penderita AIDS mencapai 160 orang.  

Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of 

disease) yang 

besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang 

besar antara lain melalui : 1) Peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan 

penyakit termasuk imunisasi; 2) Peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus 

serta peningkatan upaya eliminasi penyakit terabaikan; 3)  Peningkatan PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat), dan; 4) Peningkatan penyehatan lingkungan melalui 

peningkatan akses dan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan 

kualitas lingkungan. 

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Permasalahan yang dihadapi dalam 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo antara lain 

keterbatasan sarana dan prasarana serta Kualitas pelayanan belum optimal karena 

banyak puskesmas yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan 

standar guideline pelayanan kesehatan berdasarkan permenkes 75 Tahun 2014, 

dimana pada tahun 2016 dari 93 Puskesmas hanya 11 Puskesmas yang sudah 

memenuhi standar. 

     Dalam mengoptimalkan penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak di 

puskesmas, selama tahun 2012 – 2014 ada 22 puskesmas yang dilatih Tim PONED 

tetapi sampai dengan tahun 2016 Tim yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan yang 

sudah dilatih tersebut tidak lengkap lagi  terutama dokter dan perawat, akibat adanya 

mutasi tenaga dan juga berakhirnya masa bakti dokter PTT, sehingga fungsi 

puskesmas PONED sebagai pusat penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak tingkat 

pertama tidak maksimum. Sedangkan di tingkat FKTL dari 9 RSUD milik pemerintah 

daerah, baru 5 (lima) RSUD yang sudah mampu PONEK yakni RSUD Aloei Saboe, 

RSUD MM Dunda, RSUD Toto Kabila, RSUD Tani Nelayan dan RSUD Bumi Panua, tetapi 

RSUD Bumi Panui sudah tidak mempunyai dokter obestetri.   

  Dari sisi pemenuhan Kapasitas Tempat Tidur (TT) dari 9 RSUD di Provinsi 

Gorontalo tahun 2016 mencapai 1.192 TT dengan Rasio TT : 0,012/1.000 Penduduk  
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belum mencapai target RPJMD Tahun 2016 yakni 0,85/750 Penduduk. Berdasarkan 

rekomendasi WHO idealnya sebesar rasio tempat tidur sebesar 25 per 10.000 

penduduk. Sedangkan persentase BOR (Bed Occupancy Rate) atau pemakaian tempat 

tidur tahun 2016 baru mencapai 42,5% (standar nasional 80%) dan LOS (Lenght of 

Stay) atau rata-rata lama perawatan 3 – 6 Hari (standar nasional 6 – 9 hari). 

  Tantangan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan adalah : 

1) Mendorong FKTP dan FKTL untuk terakreditasi nasional, dimana sampai dengan 

tahun 2016 dari 93 puskesmas baru 23 puskesmas yang terakreditasi nasional dan dari 

9 (sembilan) RSUD baru 3 (tiga) RSUD yang sudah terakreditasi nasional; 2) 

Mendorong Peningkatan kelas pelayanan untuk RSUD Ainun Habibie dari Type D ke 

Tipe C; 3) Penguatan dan peningkatan upaya promotif dan preventif di 

FKTP/Puskesmas; dan 4) Penguatan sistem rujukan didukung oleh sistem informasi 

yang memadai. 

Sumber daya manusia kesehatan. Permasalahan terkait dengan SDM Kesehatan di 

Provinsi Gorontalo adalah jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. 

Dalam hal ketersediaan di tingkat populasi, WHO merekomendasikan 10 dokter untuk 

setiap 10.000 penduduk. Hingga tahun 2016 pemenuhan tenaga kesehatan di FKTP 

belum terpenuhi. Dari 93 Puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo baru 2 (dua) 

Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, 

perawat, bidan, kesmas, kesling, analis, gizi dan farmasi) yang dipersyaratkan oleh 

permenkes 75 Tahun 2014 yakni Puskesmas Tibawa dan Puskesmas Telaga Kabupaten 

Gorontalo. Sedangkan untuk Rumah Sakit kelas C dan D, dari 7 Rumah Sakit baru 

RSUD Tani Nelayan Kabupaten Boalemo yang telah yang memiliki 4 dokter spesialis 

dasar (Penyakit Dalam, Kebidanan & Kandungan, Spesialis Anak dan Bedah) dan 3 

dokter spesialis penunjang (Radiologi, Anastesi dan Rehab Medik) berdasarkan 

permenkes 56 tahun 2014.  

  Tantangan dalam pemenuhan SDM kesehatan adalah : 1) Menjamin 

ketersediaan tenaga kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan di FKTP dan FKTL; 2) Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga 

dengan uji kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan; dan 3) Peningkatan 

kompetensi nakes melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pengembangan Jaminan Kesehatan. Untuk membantu peningkatan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi pada periode 

2012 – 2017 melalui program Jamkesta telah melaksanakan jaminan kesehatan gratis 
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sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004 untuk mencapai universal health coverage. Hingga 

tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan Jaminan Kesehatan 

kepada 235.058 jiwa/tahun, namun masih ada juga masyarakat yang kurang mampu 

belum memiliki jaminan kesehatan. 

Tantangan dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) 

adalah : 1) Meningkatkan pelayanan kepesertaaan; 2) Mengembangkan manfaat 

jaminan, menyiapkan standar, dan menjamin pemenuhan standar sarana, tenaga, dan 

manajemen pelayanan kesehatan. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih  

 Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana 

tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2018 – 2022, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana matriks 

dibawah ini : 

Tabel 3.1 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Periode 2017 – 2022 
 

VISI :“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan 

Sejahtera” 

NO 
MISI & PROGRAM 

KDH 

PERMASALAHAN 
PELAYANAN 

SKPD 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Misi 4 :Meningkatnya 
Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
 
Program : JAMKESTA 

Belum 
terlindunginya 
masyarakat secara 
maksimal 
terhadap beban 
pembiayaan 
kesehatan 

Banyaknya 
masyarakat 
miskin yang 
belum terdaftar 
dalam BPJS 

Perda Nomor 4 
Tahun 2014 
tentang 
Jamkesta  

2. Misi 4 :Meningkatnya 
Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
 
Program :Peningkatan 
dan Layanan 

Tingginya Angka 

Kematian Ibu, AKB 

dan Kasus Gizi 

Buruk  

 

Rendahnya 
aksesibilitas 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan yang 
berkualitas 

Adanya 
berbagai 
kesempatan 
untuk 
melakukan 
mitra kerja 
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Kesehatan dan Gizi 
Masyarakat 

terutama pada 
kelompok 
penduduk 
miskin, daerah 
tertinggal, 
terpencil, 
perbatasan dan 
kepulauan 

dengan 
organisasi 
diluar Dinas 
Kesehatan 
untuk ikut serta 
dalam program 
kesehatan 

3 Misi 4 :Meningkatnya 
Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
 
Program :Layanan KB 

Total Fertility Rate 

(TFR) masih tinggi 

yakni 2,60 (Data 

Sensus BPS 2012) 

Rendahnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk ber-KB 

Meningkatkan 
KIE tentang 
Kesehatan 
Reproduksi dan 
KB 

 
Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah diatas, OPD 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berkontribusi terhadap Pencapaian  visi 

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera” dan 

Misi ke-4 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan 

aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok 

penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, dengan laju 

pertumbuhan penduduk dan pemeratan distribusi tenaga kesehatan yang belum 

merata dan terkonsentrasi didaerah perkotaan untuk menekan tingginya angka 

kematian ibu melahirkan, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan 

tidak menular serta rendahnya  akses air bersih dan sanitasi lingkungan pada. 

 

3.3.  Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan untuk melihat adanya faktor 

penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo yang mempengaruhi sasaran Renstra Kemenkes RI Tahun 2015 – 

2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
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Tabel 3.2 
         Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan 

Terhadap Pencapaian Renstra Kemenkes RI Tahun 2015 – 2019 

NO 

SASARAN 

RENSTRA 

KEMKES 2015 – 

2019 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN OPD 

DINKES PROV. 

GTLO 

SEBAGAI FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 

status kesehatan 

dan gizi 

masyarakat 

Masih Tingginya 

Angka Kematian 

Ibu, AKB dan 

Kasus Gizi Buruk  

 

rendahnya 
aksesibilitas 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan yang 
berkualitas 
terutama pada 
kelompok 
penduduk 
miskin, daerah 
tertinggal, 
terpencil, 
perbatasan dan 
kepulauan 

Akselerasi 
pemenuhan 
akses 
pelayanan 
kesehatan ibu, 
anak, remaja 
dan lanjut usia 
yang 
berkualitas 

2 Meningkatnya 

pengendalian 

penyakit menular 

dan penyakit 

tidak menular 

1. Tingginya 
angka 
kesakitan dan 
kematian 
akibat penyakit 
menular seperti 
Demam 
Berdarah 
Dengue (DBD) 
dan 
Tuberculosis 
(TB) 

2. Tingginya 
kasus penyakit 
tidak menular 
seperti 
Hiperensi, 
Diabetes 
Melitus, Stroke 
dan Penyakit 
Jantung 

Rendahnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
deteksi dini 
faktor resiko 
penyakit 
menular dan 
tidak menular 

Meningkatkan 
pengendalian 
penyakit dan 
penyehatan 
lingkungan 

3 Meningkatnya 

pemerataan dan 

mutu pelayanan 

kesehatan 

Masih rendahnya 
aksesibilitas 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan yang 

Kurangnya 
sarana 
prasarana dan 
alkes yang 
sesuai standar 

Meningkatkan 
akses 
pelayanan 
kesehatan 
dasar dan 
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NO 

SASARAN 

RENSTRA 

KEMKES 2015 – 

2019 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN OPD 

DINKES PROV. 

GTLO 

SEBAGAI FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

berkualitas 
terutama pada 
kelompok 
penduduk miskin, 
daerah tertinggal, 
terpencil, 
perbatasan dan 
kepulauan 

rujukan yang 
berkualitas 

4 Meningkatnya 

perlindungan 

finansial, 

ketersediaan, 

penyebaran dan 

mutu obat serta 

SDM Kesehatan 

1. Belum 
terlindunginya 
masyarakat 
secara maksimal 
terhadap beban 
pembiayaan 
kesehatan 

2. Distribusi tenaga 
kesehatan belum 
merata, lebih 
terkonsentrasi di 
daerah 
perkotaan 

1. Validasi Data 
Kepesertaan 
belum optimal 
 
 
 

 
2. Kurangnya 

SDM 
Kesehatan 

1.  Memantapkan 
pelaksanaan 
sistem 
jaminan sosial 
nasional 
bidang 
kesehatan 

2.  Meningkatkan 
ketersediaan, 
penyebaran 
dan Mutu 
SDM 
Kesehatan 

 

Berdasarkan tabel diatas, faktor-faktor pendorong dalam pencapaian 

sasaran Renstra Kemenrian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 adalah Akselerasi 

pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang 

berkualitas, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 

meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, 

memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, 

meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan Mutu SDM Kesehatan. Sedangkan 

faktor-faktor penghambat adalah masih rendahnya aksesibilitas terhadap 

pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk 

miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini faktor resiko penyakit menular dan 

tidak menular, kurangnya sarana prasarana dan alkes yang sesuai standar, 

validasi data kepesertaan yang belum optimal dan kurangnya SDM kesehatan. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

 Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Kesehatan 

Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan Dinas kesehatan ditinjau 

dari Implikasi RTRW dan KLHS, diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3 
         Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan 

Terhadap Telaahan RTRW dan KLHS 

NO 

RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH 

TERKAIT TUGAS & 

FUNGSI DINAS 

KESEHATAN 

PERMASALAH

AN 

PELAYANAN 

SKPD 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Strategi peningkatan 

akses pelayanan 

perkotaan dan 

pusat-pusat 

pertumbuhan 

ekonomi wilayah 

Penyehatan 

Lingkungan 

Rendahnya 

kesadaran 

masyarakat terhadap 

kesehatan 

lingkungan 

Pembanguna 

berwawasan 

kesehatan 

2. Strategi peningkatan 

kualitas dan 

jangkauan pelayanan 

jaringan prasarana 

Aksesibitas 

pelayanan 

kesehatan 

Terbatasnya 

jangkauan 

pelayanan jaringan 

prasarana 

Peningkatan 

pemanfaatan 

Teknologijaringan 

prasarana 

 

 

3.5.  Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan Identifikasi masalah, telaahan visi, misi dan tujuan 

pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, Renstra Kementrian Kesehatan RI 

tahun 2015-2019, telaah RTRW dan KLHS diatas,  maka dapat dijabarkan isu-isu 

strategis pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut : 
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1. Tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Kasus Gizi Buruk  

2. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan 

penyakit tidak menular. 

3. Rendahnya  akses air bersih dan sanitasi lingkungan pada masyarakat. 

4. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban 

pembiayaan kesehatan. 

5. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, 

perbatasan dan kepulauan. 

6. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi 

di daerah perkotaan. 

7. Masih terdapat fasyankes yang belum terstandar akreditasi 

8. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  
 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mempunyai peran dan berkotribusi 

dalam pencapaian Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 

2017 – 2022 yakni “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, 

Unggul dan Sejahtera”, melalui Misi Keempat yaitu “Meningkatnya Kualitas 

Sumber Daya Manusia” 

Untuk mendukung pencapaian Misi tersebut Dinas Kesehatan menetapkan  

Tujuan “Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat” yang 

diwujudkan dalam 6 (enam) Sasaran dengan indikator sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 
 

N
O 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR KINERJA 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA PADA 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan 
derajat 
kesehatan dan 
Gizi 
Masyarakat 

 Indikator Tujuan :      

Angka Kematian Ibu per 
100.000 Kelahiran Hidup 

298 297 296 295 294 

Angka Kematian Bayi per 
1000 Kelahiran Hidup 

12 11,5 11 10,5 10 

Prevalensi kekurangan gizi 
(underweight = Gizi Buruk 
+ Gizi Kurang) pada anak 
balita  

21,5 20,5 19 18 17 

Prevalensi Stunting 31 29 27 26 25 

Indikator Sasaran :      

1. Meningkatnya 
kesehatan 
individu, 
keluarga, 
masyarakat dan 
lingkungan 

Persentase Persalinan di 
fasyankes 

82 85 86 87 88 

Persentase ibu hamil 
Kurang Energi Kronik 

3 2,50 2 2 2 

2. Meningkatnya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit 
Menular, 
Penyakit Tidak 

Angka Prevalensi 
Tuberkulosis (Tb) per 
100.000 penduduk 

247 246 245 244 243 

Prevalensi HIV pada 
populasi dewasa (%) 

<0,
05 

<0,
05 

<0,
05 

<0,
05 

<0,
05 

Persentase Penyakit yang 50 45 40 35 30 
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N
O 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR KINERJA 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA PADA 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

Menular dan 
Masalah 
Kesehatan Jiwa 

Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi (PD3I) 

Prevalensi tekanan darah 
tinggi 

28,5 28 27,5 27 27 

Prevalensi kegemukan dan 
obesitas pada penduduk 
usia 18+ tahun 

33 33 33 33 33 

Persentase FKTP yang 
menyelenggarakan upaya 
kesehatan jiwa sesuai 
standar 

30 40 50 60 70 

3.Tersedianya akses 
dan mutu 
pelayanan 
kesehatan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) yang 
tersertifikasi Nasional 

42 59 76 88 93 

RS Kab/Kota yang 
tersertifikasi akreditasi 
nasional 

5 6 7 8 9 

Penduduk yang menjadi 
peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) melalui Jaminan 
Kesehatan Nasional 
(JKN)/Jamkesta/Jamkesta 

209.
000 

208.
000 

207.
000 

206.
000 

205.
000 

4. Meningkatnya 
kualitas sumber 
daya kesehatan 
yang merata 

Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) yang 
minimal memiliki 9 jenis 
tenaga kesehatan 

10 30 40 45 50 

RS kabupaten/kota kelas C 
dan D yang memiliki 4 
dokter spesialis dasar dan 3 
dokter spesialis penunjang 

4 6 7 7 7 

Persentase instalasi farmasi 
kabupaten/kota yang 
melakukan manajemen 
pengelolaan obat, vaksin 
dan perbekalan kesehatan 
sesuai standar 

67 70 73 75 77 

5.Menurunnya 
angka kelahiran 

Prevalensi Pemakaian 
Kontrasepsi 

74 76 78 80 83 

6.Terwujudnya 
Kinerja Aparatur 
Dikes yang 
Profesional dan 
Berkinerja Tinggi 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 71 72 73 74 75 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Kinerja Kesehatan 

83 85 87 89 90 

Persentase temuan 
pemeriksaan dari total 
anggaran 

0 0 0 0 0 

Tingkat penyerapan 
anggaran 

92 93 94 95 96 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
 

 

 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan pada tabel dibawah ini :  

           Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 
Tahun 2017 - 2022 

 
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

VISI : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera 

MISI IV : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

Meningkatkan derajat 

kesehatan dan Gizi 

Masyarakat 

1. Meningkatnya 

kesehatan individu, 

keluarga, 

masyarakat dan 

lingkungan 

Meningkatkan akses  

pelayanan kesehatan 

yang komprehensif, 

meliputi pelayanan 

promotif dan preventif 

serta pelayanan kuratif 

dan rehabilitatif dasar 

Penerapan pendekatan 

keberlanjutan pelayanan 

(Contnuum of care) 

melalui penigkatan 

cakupan, mutu dan 

keberlangsunagn upaya 

pelayanan kesehatan ibu, 

bayi, balita, remaja, usia 

kerja dan lansia. 

2. Meningkatnya 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit Menular, 

Penyakit Tidak 

menular dan 

Masalah 

Kesehatan Jiwa 

Meningkatkan mutu 

penyenggaraan 

pencegahan dan 

penanggulangan  

Penyakit Menular, 

Penyakit Tidak 

menular dan Masalah 

Kesehatan Jiwa 

1. Meningkatkan 

kompetensi dan peran 

tenaga kesehatan 

dalam pencegahan dan 

penanggulangan  

Penyakit Menular, 

Penyakit Tidak menular 

dan Masalah Kesehatan 

Jiwa 

2. Mendorong 

keterlibatan 

masyarakat dalam 

upaya pencegahan, 

pengendalian penyakit 

dan masalah kesehatan 

jiwa 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

3.  Tersedianya akses 

dan mutu 

pelayanan 

kesehatan  

Meningkatkan Akses 

Pelayanan Kesehatan 

Universal 

1. Penguatan Pelayanan 

kesehatan di FKTP 

dan FKTL 

2. Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan dalam 

Perlindungan Finansial 

dan Pemerataan 

Pelayanan Kesehatan 

pada Maskin 

3. Pengembangan 

Labkesda 

4. Meningkatnya 

kualitas sumber 

daya kesehatan 

yang merata 

Meningkatkan 

ketersediaan, 

keterjangkauan, 

pemeratan dan 

kualitas sumber daya 

kesehatan  

1. Meningkatkan jumlah, 

jenis, kualitas dan 

pemerataan nakes 

 

2. Meningkatkan akses, 

kemandirian dan mutu 

sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan 

5. Menurunya angka 

kelahiran 

Meningkatkan Akses 

Pelayanan KB 

Peningkatan efektivitas 

advokasi, komunikasi, 

informasi, dan edukasi 

(KIE) KB, dan  Penguatan 

peran dan fungsi keluarga 

dalam akseptor KB 

6. Terwujudnya 

Kinerja Aparatur 

Dikes yang 

Profesional dan 

Berkinerja Tinggi 

Meningkatkan tata 

kelola kinerja 

penyelenggaraan OPD 

yang baik dan bersih. 

1. Meningkatkan kinerja 

Aparatur yang 

transparansi dan 

akuntabilitas dengan 

memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan 

2. Mendorong 

pengelolaan keuangan 

yang efektif, efisien, 

ekonomis dan ketaatan 

pada peraturan 

perundang-undangan 

 



Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2022 66 

 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN  

 

Rencana program dan indikator kinerja program Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017 – 2022 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017 – 2022 serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Adapun susunan Rencana adalah sebagai 

berikut : 

A. Program Kesertariatan : 

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM 

Aparatur 

2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

B. Program Bidang/Teknis : 

1. Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

3. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa 

4. Program Peningkatan Akses dan Mutu Fasyankes 

5. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS 

6. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS 

7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

8. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan 

9. Program Peningkatan Layanan KB 

Rincian Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

selengkapnya dapat lihat pada Tabel 6.1 terlampir : 
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BAB VII 

 KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN KESEHATAN 

 

Rumusan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian kinerja daerah dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

dan Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 

2017 – 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 7.1. 
Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 
 

NO INSIKATOR KINERJA 

Kondisi 
Awal 

(Baseline 
data 2016) 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 

tahun 2022 

1 2 3 4 5 

A. Aspel Kesejahteraan Masyarakat 

Fokus Kesejahteraan Sosial  
Usia Harapan Hidup 67,12 67,38 67,59 67,76 67,92 68 68 

 B. Aspek Pelayanan Umum 
Pelayanan Urusan Wajib 
- Keluarga Berencana 
Angka Kelahiran Total 
(Fertility Rate) 

2,60 2,56 2,50 2,48 2,45 2,40 2,40 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 

ini disusun sebagai berikut : 

A. Pedoman Transisi  

Rancangan Awal Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja Dikes tahun 

pertama yaitu tahun 2018 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Renja 

setelah Renstra Tahun 2012 – 2017 berakhir. Proses penyusunannya mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-

2019. 

B. Kaidah Pelaksanaan 

Tahap penyusunan Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini dimulai 

dari Penyusunan Draf Rancangan, Rancangan Awal, Rancangan Akhir, sampai 

pada Renstra yang sudah menyesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017, 

telah melalui rangkaian sebagai berikut : 

1. Bimtek penyusunan Renstra di Makasar tanggal 25 Juli s/d 6 Agustus 2016 

2. Forum SKPD Dinkes Prov Gorontalo dan Dinkes Kab/Kota se Provinsi Gorontalo 

dalam rangka merumuskan target indikator RPJMD dan Renstra Tahun 2018 – 

2022 di Hotel Maqna Tanggal 10 - 12 Februari 2017  

3. Bimtek Pra Review Renstra SKPD di Bapppeda Provinsi Tanggal 7 – 8 Agustus 

2017 

4. Rapat Pembahasan Target Capaian dan Indikator Kinerja dalam Draft Renstra 

SKPD 2018 – 2022 dan Renja SKPD 2018 Mitra Bidang Sosial Budaya tanggal 31 

Agustus 2017. 

  Berdasarkan hasil rangkaian pertemuan tersebut, Renstra OPD Dinas 

Kesehatan Provinsi Gorontalo disusun dan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor. 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2017 - 2022 akan digunakan sebagai bahan acuan dalam 
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perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di 

Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun. 

 



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS KESEHATAN 
Jl. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo   

 0435-831605 Fax. 0435-831604 

 

 
KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 

NOMOR 800/DIKES/        /XII/2017 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN 
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017-2022 

 
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalia dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Peraubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. perlu menetapkan Rencana 
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Gorontalo tentang Rencana Strategis Dinas 
Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4060); 

  2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Naisonal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Gorontalo Nomor 5); 

   11. Praturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2017  tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. 

 10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo; 

  
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan  :  
KESATU  : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tentang 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 
2017-2022. 

KEDUA  : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 
2017-2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 

 

 



 

KETIGA  : Rencana Strategis  sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua 
digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dalam perencanaan tahunan 5 (lima) 
tahun kedepan. 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

         Ditetapkan di Gorontalo 
    Pada tanggal  4 Desember 2017 

               KEPALA DINAS KESEHATAN 
 
 
 
 

dr. H. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes 
NIP. 196311011991031009 

 
 
Tembusan : 
1. Yth. Gubernur Gorontalo; 
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; 
3. Yth. Sekretaris Daerah Gorontalo; 
4. Yth. Kepala Bapppeda Provinsi  Gorontalo; 
5. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo; 
6. A r s i p.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1.

1

Cakupan Pertolongan Persalinan 

oleh Nakes yang memiliki 

kompeten kebidanan
       1.507.340.500              1.581.104.600         1.660.320.861        1.745.486.394          1.837.146.815 

Kepala Seksi  

Kesga

 1. Pendampingan Ibu hamil oleh M itra 

dalam akselerasi penurunan  

AKI/AKB

Jumlah mitra yang mendampingi ibu 

hamil dalam akselerasi penurunan 

AKI/AKB
2 Mitra 3 Mitra                 865.190.000 4                  886.819.750 5              908.990.244 6             931.715.000 6              955.007.875 6

 1. Angka Kematian Ibu 

per 100.000 

Kelahiran Hidup

 1. Persentase Persalinan di 

fasyankes
2 Penanganan kegawat darura tan Ibu 

& Bayi 

Jumlah Bidan yang dilatih 

penanganan kegawat daru ratan Ibu 

& Bayi 
0,0 25                   73.265.000 25                    75.096.625 25               76.974.041 25               78.898.392 25                80.870.851 125

 2. Angka Kematian 

Bayi per 1000 

Kelahiran Hidup

 2. Persentase ibu hamil Kurang 

Energi Kronik
3 Implementasi Kelas Ibu Balita Jumlah Bidan Koordinator dan 

Pengelola Program KIA di latih 

menjadi Pelatihan Fasilitator Kelas 

Ibu Balita

0 20                   87.811.000 20                    90.006.275 20               92.256.432 20               94.562.843 20                96.926.914 100

 3. 4 Pengadaan PMT Bumil KEK PMT 

Balita Kurang Gizi

Jumlah ibu hamil KEK yang 

mendapat makanan tambahan 3438 1000                 481.074.500 1000                        529.181.950 1000                  582.100.145 1000                  640.310.160 1000                   704.341.175 1000

2 Persentase kabupaten/kota 

yang memiliki kebijakan PHBS 

dan CSR
50,00 60           468.654.000 65              9.703.732.325 70         9.941.405.633 75      10.150.260.774 80       10.156.567.293 80

 4. Prevalensi Stunting
Persentase Kabupaten Ko ta yang 40% 

desa/kelurahannya melaksanakan  

STBM 
3 5 5 6 6 6 6

1 Diseminasi dan Informasi Road Map 

Penurunan AKI AKB

Jumlah pemangku kebijakan yang 

mendapatkan Informasi Road 

Map Penurunan AKI/AKB
0 40             132.700.000 40                  136.017.500 40              139.417.938 40             142.903.386 40              146.475.971 200                  

2 KIE  PHBS Kesehatan Ibu dan Anak 

dalam Penurunan AKI/AKB

Jumlah petugas dan pendamping 

ibu hamil yang memahami KIE 

PHBS Kesehatan Ibu danan anak 

dalam rangka Penurunan 

0 55               78.620.000 55                    80.585.500 55               82.600.138 55               84.665.141 55                86.781.769 275                  

Kepala Seksi 

Promkes

4 Pengawasan  dan Penyehatan 

Lingkungan

Persentase sarana air minum dan 

sanitasi lingkungan yang dilakukan 

pengawasan
67% 69 257.334.000                70                  263.767.350 71              270.361.534 72             277.120.572 73              284.048.586 73

Kepala Seksi 

Penyehatan 

Lingkungan, 

Kesehatan 

Kerja & 

2

Indikator Sasaran 1 :

Meningkatnya kesehatan individu, 

keluarga, masyarakat dan 

lingkungan

Meningkatnya derajat 

kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

TUJUAN/INDIKATO

R TUJUAN

Indikator Tujuan :

Prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight = Gizi 

Buruk + Gizi Kurang) 

pada anak balita

1

Program promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat

2018 2019 2020 2021

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

Program Kesehatan Keluarga dan 

Gizi Masyarakat

Penanggung 

Jawab

2022

TABEL 6.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PROVINSI GORONTALO

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

SASARAN/INDIKATOR SASARAN

1



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATO

R TUJUAN

1

2018 2019 2020 2021

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

Penanggung 

Jawab

2022

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

SASARAN/INDIKATOR SASARAN

 2. Persentase  angka keberhasilan 

pengobatan TB paru BTA positif 

(Success Rate)

93 93 93 93 93 93 93

Persentase angka kasus HIV yang 

diobati 
50 50 60 70 80 90 90

 1. Angka prevalensi 

Tuberkulosis (Tb) per 

100.000 penduduk 

Persentase anak usia (0-11 bu lan) 

yang mendapat imunisasi dasar  

lengkap 

92 92,5 93 93,5 94 94,5 94,5

 2. Prevalensi HIV pada populasi 

dewasa (%) 

Persentase Jumlah kasus 

KLB/Wabah yang ditangani< 1 x 24 

jam  

100 100 100 100 100 100 100

 3. Persentase Penyakit yang 

Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi (PD3I) 

Persentase Kabupaten Kota yang 

80% Puskesmasnya   melaksanakan 

pengendalian PTM terpadu 

40 48 50 55 60 70 70

 4. Prevalensi tekanan darah 

tinggi 
Persentase kabupaten/kota yang  

melaksanakan kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) di sekolah

16,6 40 50 55 60 70 70

 5. Prevalensi kegemukan dan 

obesitas pada penduduk usia 

18+ tahun 

Persentase Kabupaten Kota yang 

memiliki Puskesmas yang 

menyelenggarakan upaya 

kesehatan jiwa

66 80 90 100 100 100 100

 6. 1 Penemuan, Penanganan dan 

Pembinaan Tata Laksana Penyakit 

Menular

Persentase Penemuan kasus 

Penyakit Menular yang ditemukan 

dan ditangani
86 91                 391.860.000 95                  401.656.500 95              411.697.913 95             421.990.360 95              432.540.119 95

2 Deteksi Dini  Penyakit  Hepatitis B & 

C pada populasi beresiko (Ibu 

Hamil)

Jumlah petugas yang memahami 

deteksi dini hepatitis B pada 

kelompok berisiko
42 30                   51.360.000 32                    52.644.000 40               53.960.100 42               55.309.103 6                56.691.830 192

3 Sero Survey HIV/AIDS Jumlah populasi umum dan populasi 

beresiko yang ditest  HIV 6000 7000                 100.000.000 7500                  102.500.000 8000              105.062.500 8500             107.689.063 9000              110.381.289 40.000              

4 Orientasi Petugas dalam Deteksi 

Dini Penyakit Menular pada Ibu 

Hamil

Jumlah petugas yang memahami 

deteksi dini Penyakit Menular pada 

Ibu Hamil
42 30                   37.310.000 32                    38.242.750 40               39.198.819 42               40.178.789 6                41.183.259 192

5 Surveilans PD3I dan Monev 

Pelaksanaan Program Imunisasi

Jumlah Kab/Kota yang 100%  

puskesmasnya mencapai UCI 6 6                 200.000.000 6                        100.000.000 6                  100.000.000 6                  100.000.000 6                   100.000.000 6

6 Penyelidikan Epidemiologi 

KLB/Wabah Penyakit  

Persentase Jumlah kasus 

KLB/Wabah yang ditangani< 1 x 24 

jam  
86 100                 150.000.000 100                        250.000.000 100                  250.000.000 100                  250.000.000 100                   250.000.000 100

7 Monev Pelaksanaan Istitoah 

Kesehatan Jemaah Haji 

Jumlah Pelaksanaan Monev  Istitoah  

Kesehatan Jemaah Haji 4 4                   81.000.000 4                        150.000.000 4                  150.000.000 4                  150.000.000 4                   150.000.000 4

8 Deteksi Dini  faktor risiko PTM Jumlah Populasi risiko PTM yang 

dilakukan Deteksi Dini  500 300                 377.550.000 300                  386.988.750 300              396.663.469 300             406.580.055 300              416.744.557 1.500               

9 Sosialisasi Bahaya Rokok dan 

Napza

Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat  

yang memahami Bahaya Rokok dan 

Napza di sekolah 
0 165                   37.180.000 165                    38.109.500 165               39.062.238 165               40.038.793 165                41.039.763 825                  

10 Monev Program Masalah 

Kesehatan  jiwa

Jumlah Kabupaten Kota yang 

memiliki 50% Puskesmasnya yang 

menyelenggarakan upaya 

kesehatan jiwa

6 6                   69.700.000 6                    71.442.500 6               73.228.563 6               75.059.277 6                76.935.758 6

Meningkatnya Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular, 

Penyakit Tidak menular dan 

Masalah Kesehatan Jiwa

Indikator Sasaran 2 :

Presentase Kabupaten/Kota 

yang memiliki FKTP dan 

FKTL yang 

menyelenggarakan upaya 

kesehatan jiwa/psikiatri

3 Program Pencegahan, 

Pengendalian Penyakit dan 

Masalah Kesehatan Jiwa

Kepala Seksi 

Surveilans & 

Imunisasi

Kepala Seksi 

PTM & 

Kesehatan 

Jiwa

       1.495.960.000          1.675.516.576              1.591.584.000         1.618.873.600        1.646.845.440 

Kepala Seksi 

P2

2



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATO

R TUJUAN

1

2018 2019 2020 2021

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

Penanggung 

Jawab

2022

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

SASARAN/INDIKATOR SASARAN

 3. Jumlah FKTP yang telah  

melaksanakan pelayanan kesehat an 

sesuai standar Permenkes 75/2014
23 42 59 76 93 93 93

Persentase fasyankes 

menyelenggarakan Kesehat an 

Tradisional
16,6 33,3 50 66,7 83,3 100 100

 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) yang 

tersertifikasi Nasional

persentase Rumah Sakit  Kab upaten 

Kota yang memenu hi Sarana Prasara 

dan alat (SPA) sesuai  stand ar
11,1 33,3 44,4 55 66 77 77

 2.  RS Kab/Kota yang 

tersertifikasi akreditasi nasional
Persentase Kabupaten/ Ko ta yang 

mendapatkan duku ngan untuk 

mampu melaksanakan up aya 

pengurangan risiko krisis keseh atan 

di wilayahnya

0 100 100 100 100 100 100

 3. Persentase capaian Retribusi 

Labkesda
100 100 100 100 100 100 100

1 Workshop Akreditasi FKTP Jumlah petugas yang memperoleh 

penguatan pendampingan  Akreditasi 

FKTP
1 46                 117.924.000 59                  120.872.100 76              123.893.903 93             126.991.250 93              130.166.031 93

2 Visitasi Akreditasi FKTP Jumlah FKTP yang difisitasi  

memperoleh rekomendasi untuk di 

Survey Akreditasi Nasional
24 23                 135.920.000 16                  126.400.000 24              189.600.000 30             237.000.000 23              181.700.000 93

3 Penguatan Kapasitas Program 

Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah Kab/Kota yang memperoleh 

Penguatan Program Pelayanan 

Kesehatan Primer
6 6                 139.892.000 6                     1.000.000.000 6               1.000.000.000 6               1.000.000.000 6                1.000.000.000 6

4 Pemetaan Sarana, Prasarana & 

Alkes Penunjang Pelayanan 

Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi 

sesuai Standar di FKTP

Jumlah kab/Kota yang mempunya i 

Pemetaan Sarana, Prasarana & 

Alkes Penunjang Pelayanan 

Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi 

sesuai Standar di FKTP

0 6                   77.717.500 6                     1.000.000.000 6               1.000.000.000 6               1.000.000.000 6                1.000.000.000 6

5 Pencegahan dan Penanggulangan  

Risiko akibat krisis kesehatan

Jumlah Kab/Kota memperoleh 

dukungan upaya Pencegahan dan 

Penanggulangan Risiko akibat krisis 

kesehatan

6 6                   62.022.500 6                    63.573.063 6               65.162.389 6               66.791.449 6                68.461.235 6

6 Rakorev Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Pemetaan 

dan  Kearifan lokal tanaman 

berkhasiat obat

Jumlah  Pelaksanaan Rakorev 

Pelayanan Kesehatan Tradisional di 

FKTP dan FKTL 0
4 Kali            

(25 orang) 
                237.350.000 4                  243.283.750 4              249.365.844 4             255.599.990 4              261.989.990 4

7 Rakor Peningkatan Mutu dan Akses 

pelayanan kesehatan di FKTL

Jumlah pelaksanaan Monev Mutu 

dan Akses di FKTL 1 4 150.000.000                4                  153.750.000 4              157.593.750 4             161.533.594 4              165.571.934 4

8 Penguatan Manual Rujukan Ibu dan 

Bayi di Provinsi Gorontalo

Jumlah kab/Kota yang  dilakukan 

penguatan Manual Rujukan Ibu dan 

Bayi 
0 6                   50.000.000 6                    51.250.000 6               52.531.250 6               53.844.531 6                55.190.645 6

9 Peningkatan Pelayanan 

Laboratorium Kesehatan Daer ah

Jumlah layanan Labkesda
2 3 268.400.000                3                  275.110.000 3              281.987.750 3             289.037.444 3              296.263.380 3

UPTD 

Labkesda

10 Orientasi Program Kesehatan Kerja 

Dan Olah Raga
Jumlah Kab/Kota yang  80%  

Puskesmasnya menyelenggarakan  

pelayanan kesehatan kerja dasar 

4 6 105.106.000                6                  107.733.650 6              110.426.991 6             113.187.666 6              116.017.358 6

5
Persentase Sarana Prasara dan 
alat (SPA) sesuai  standar

58,66% 75%      30.502.800.000 100%            31.265.370.000 100%       32.047.004.250 100%      32.848.179.356 100%       33.669.383.840 100%
RSUD dr. Ainun 

Habibie

1 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Gedung Rumah Sakit
Jumlah sarana prasarana  RS 

Provinsi yang dibangun/ditingkatkan
1 Paket 30.000.000.000           1 Paket              30.750.000.000 1 Paket         31.518.750.000 1 Paket         32.306.718.750 1 Paket          33.114.386.719 1 Paket

2 Pemeliharaan Saspras RS Jumlah  Saspras RS yang dilakukan 

pemeliharaan 1 Paket 502.800.000                1 Paket                  515.370.000 1 Paket              528.254.250 1 Paket             541.460.606 1 Paket              554.997.121 1 Paket

6
Persentase capaian Retribusi RSU 
Ainun Habibie

100 100      15.299.586.000 100            15.682.075.650 100       16.074.127.541 100      16.475.980.730 100       16.887.880.248 100
RSUD dr. Ainun 

Habibie

1 Kemitraan Peningkatan Kualitas 

Dokter dan Paramedis
Jumlah Dokter yg dikontrak kerjakan 

di RS Provinsi
5 5 1.736.500.000             5                1.779.912.500 5           1.824.410.313 5          1.870.020.570 5            1.916.771.085 5

2 Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri 

Ainun Habibie 13.563.086.000                        13.902.163.150         14.249.717.229         14.605.960.159          14.971.109.163 

Tersedianya akses dan mutu 

pelayanan kesehatan 

Indikator Sasaran 3 :

Penduduk yang menjadi 

peserta Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) melalui Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN)/Jamkesta/Jamkesda

Program Peningkatan Sarana 

Prasarana dan Pemeliharaan RS

Program Kemitraan dan 

Peningkatan Pelayanan Medik RS

4

       1.344.332.000 

Program Peningkatan Mutu  

Fasyankes

             3.034.238.913         3.120.134.885          3.159.343.214        3.190.798.257 

Kepala Seksi 

Yankes Primer

Kepala Seksi 

Yankes 

Rujukan

3



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATO

R TUJUAN

1

2018 2019 2020 2021

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

Penanggung 

Jawab

2022

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

SASARAN/INDIKATOR SASARAN

7 Penduduk yang mendapat 

Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan

219.249         147.525    35.656.838.750    205.584       36.171.766.719          205.584     37.051.060.887    205.584       37.952.337.409    205.584      38.876.145.844     205.584          

1 Penanganan Keluhan JKN Jumlah penangangan keluhan 

jaminan kesehatan
2 3                 866.393.000 3                  888.052.825 3              910.254.146 3             933.010.499 3              956.335.762 3

2 Kebijakan Teknis Program 

Jamkesta

Dokumen perda yang direvisi
1 1                 323.300.000 

3 Jamkesta

jumlah penduduk yang menerima 

manfaat Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN)/Jamkesta/Jamkesda
219.249           147.525                 32.884.825.750 205.584                      33.706.946.394 205.584               34.549.620.054 205.584                 35.413.360.555 205.584                 36.298.694.569 205.584            

4 Kerjasama Pelayanan Pasien 

Rujukan ke luar daerah dengan RS 

di Luar Provinsi Gorontalo

Jumlah RS yang dilakukan MOU 

dalam Pelayanan Pasien Rujukan ke 

Luar Daerah
2 3              1.019.620.000 3                                       1.000.000.000 3                               1.000.000.000 3                                 1.000.000.000 3                1.000.000.000 3

5 Pelayanan Pasien Miskin/tidak 

mampu

Jumlah masyarakat miskin yang 

memperoleh Pelayanan Kesehatan  

terpadu
3.600              3.600                          562.700.000 3.600                             576.767.500 3.600                        591.186.688 3.600                         605.966.355 3.600                         621.115.514 18.000              

 4.
Persentase Kab/Kota yang  sudah 
memiliki  pemetaan perencanaan  
dan distribusi nakes di FKTP 

20 25,80 44,50 62,30 80,60 100,00 100,00

Persentase Rumah Sakit yang 
sudah memiliki  pemetaan 
perencanaan dan d istribusi nakes 

11 16,60 33,00 50,00 60,00 70,00 70,00

 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) yang minimal 

memiliki 5 jenis tenaga 

kesehatan

Persentase  fasyankes yang 
melakukan pelayanan  
kefarmasian sesuai stand ar

55 60,00 63,00 65,00 70,00 73,00 73,00

 2. RS kabupaten/kota kelas C 

yang memiliki 4 dokter spesialis 

dasar dan 3 dokter spesialis 

penunjang

1 Pemetaan, perencanaan dan 

distribusi nakes di FKTP dan FKTL 

Tingkat Provinsi

Dokumen Perencanaan dan 

distribusi nakes di FKTP & FKTL 

Tingkat Provinsi 6 6 99.612.000                  6                  102.102.300 6              104.654.858 6             107.271.229 6              109.953.010 6

 3. 2 Sosialisasi peraturan dan kebijakan 

pelayanan kefarmasian di FKTP 

Tingkat Provinsi 

Jumlah kab/kota yang 80%  

fasyankesnya melakukan pelayanan  

kefarmasian sesuai standar
3 4 100.059.000                5                  102.560.475 6              105.124.487 6             107.752.599 6              110.446.414 6

3 Orientasi pengelolaan obat dan 

vaksin di instalasi farmasi kab/kota

Persentase instalasi farmasi 

kabupaten/kota yang melakukan 

manajemen pengelolaan obat dan 

vaksin sesuai standar

60 67 138.903.000                70                  142.375.575 73              145.934.964 75             149.583.338 77              153.322.922 77

4 Workshop dukungan pelayanan 

farmasi klinik di FKTL Tingkat 

Provinsi

Jumlah FKTL yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian sesuai 

standar
0 1 85.972.500                  2                    88.121.813 3               90.324.858 4               92.582.979 5                94.897.554 5

5 Monitoring dan Evaluasi Sarana 

Produksi, Distribusi Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan yang 

terjamin khasiat mutu dan 

keamanan

Persentase produk alat kesehatan 

dan PKRT di peredaran yang 

memenuhi syarat 77 81 130.843.000                83                  134.114.075 84              137.466.927 85             140.903.600 86              144.426.190 86                    

Kepala Seksi 

PDK,Alkes & 

Perbekalan 

Kesehatan

  5. 9 Persentase PUS yang menjadi 
peserta KB Aktif

71 74% 232.749.000         76 689.117.850               78 690.720.796          80 692.363.816         83 694.047.912           83
Kepala Seksi 

Kesga

1 Pelaksanaan Grand Desain 

Kependudukan dalam Pencapaian 

Cakupan KB Aktif

Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 

Grand Desain Kependudukan dalam 

Pencapaian Cakupan KB Aktif 0 6                   62.554.000 6                    64.117.850 6               65.720.796 6               67.363.816 6                69.047.912 6

 1. Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi

2 Orientasi KB Pasca Persalinan Jumlah Bidan yang dilatih pelayanan  

KB Pasca Persalinan
0 20                   67.605.000 20                        200.000.000 20                  200.000.000 20                  200.000.000 20                   200.000.000 100                  

3 Orientasi Fasilitator Kesehatan 

Reproduksi Remaja

Jumlah  Fasilitator Kesehatan 

Reproduksi Remaja yang dilatih 0 137                 102.590.000 137                        425.000.000 137                  425.000.000 137                  425.000.000 137                   425.000.000 685                  

 6. Jumlah dokumen kebijakan 
perencanaan, angg aran dan 
evaluasi program kesehatan yang 
berkualitas

5 6 5 5 5 5 5

Menurunnya Angka Kelahiran

Indikator Sasaran 5 :

Terwujudnya Kinerja Aparatur Dikes 

yang Profesional dan Berkinerja 

Tinggi

Persentase instalasi farmasi 

kabupaten/kota yang 

melakukan manajemen 

pengelolaan obat, vaksin dan 

perbekalan kesehatan sesuai 

standar

Meningkatnya kualitas sumber daya 

kesehatan yang merata

Indikator Sasaran 4 :

Program Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya  

Kesehatan

8

555.389.500         569.274.238               583.506.093          

Program Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan

10

598.093.746         613.046.089           

Program Peningkatan Layanan KB

Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan

Kepala Seksi 

PJK

Kepala Seksi 

SDMK

Kepala Seksi 

Tata Kelola 

Obat & Yanfar

4



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATO

R TUJUAN

1

2018 2019 2020 2021

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

Penanggung 

Jawab

2022

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

SASARAN/INDIKATOR SASARAN

Persentase E-Monev Program  
sesuai target

91,97 92 93 94 95 96
96

 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Persentase pegawai yang  dengan 
nilai kinerja minimal baik

100 100 100 100 100 100 100

 2. Persentase temuan 

pemeriksaan dari total 

anggaran

1 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja 

Kesehatan Daerah 1 1                 304.848.954 1                        350.000.000 1                  350.000.000 1                  350.000.000 1                   350.000.000 1

 3. Tingkat penyerapan anggaran
2 Rakorev IKP dan IKK Dinas 

Kesehatan

Jumlah pelaksanaan Rakorev IKP 

dan IKK Dinas Kesehatan 4 4                 243.165.000 4                        200.000.000 4                  200.000.000 4                  200.000.000 4                   200.000.000 4

 4.
Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Kinerja Kesehatan

3 Diseminasi  hasil Riskesnas dan Isu-

Isu Strategis Kesehatan

Jumlah hasil riskesnas Isu-Isu 

Strategis Kesehatan yang 

diseminasikan untuk kebutuhan 

perencanaan program dan kebijakan 

kesehatan 

1 1                 166.290.000 1                        175.000.000 1                  175.000.000 1                  175.000.000 1                   175.000.000 1

4 Forum Koordinasi Penyusunan 

Renja Dikes

Jumlah pelaksaan Forum Koordinasi 

Penyusunan Renja Dikes
1 2                 153.255.000 2                        250.000.000 2                  250.000.000 2                  250.000.000 2                   250.000.000 2

Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

5 Pemutakhiran data Profil Kesehatan 
Jumlah pelaksanaan Pemutakhiran  

data Profil Kesehatan 
4 4                   98.260.000 4                        250.000.000 4                  250.000.000 4                  250.000.000 4                   250.000.000 4

6 Rapat Koordinasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Kepegawaian
1 1                 178.260.000 1                        200.000.000 1                  200.000.000 1                  200.000.000 1                   200.000.000 1

Kasubag 

Umum & Kepeg

7 Penyusunan Laporan Keuangan 

dan TLHP

Jumlah dokumen laporan keuangan 

dan TLHP 2 2                 125.665.000 2                        200.000.000 2                  200.000.000 2                  200.000.000 2                   200.000.000 2
Kasubag 

Keuangan

8 Penilaian Nakes Teladan Tingkat 

Provinsi 

Jumlah Nakes Teladan Tingkat 

Provinsi yang disaring mengikuti 

Nakes Teladan Tingkat Nasional
50 54 146.445.000                54                  150.106.125 54              153.858.778 54             157.705.248 54              161.647.879 54

11 Persentase tersedianya layanan 
dan manajemen administrasi 
perkantoran

100% 100% 11.231.394.100    100% 11.512.178.953          100% 11.799.983.426    100% 12.094.983.012    100% 12.397.357.587     

1 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran Dikes

Persentase  layanan dan 

manajemen Adminstrasi 

perkantoran Dikes

100% 100% 1.653.966.100 100%                1.695.315.253 100%           1.737.698.134 100%          1.781.140.587 100%            1.825.669.102 100%
Kasubag 

Umum & Kepeg

3 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran UPTD Labkesda

Persentase  layanan dan 

manajemen Adminstrasi 

perkantoran UPTD Labkesda
100% 100% 214.820.000 100%                  220.190.500 100%              225.695.263 100%             231.337.644 100%              237.121.085 100%

KTU UPTD 

Labkesda

4 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran  RSUD Ainun Habibie

Persentase  layanan dan 

manajemen Adminstrasi 

perkantoran RSUD Ainun Habibie
100% 100% 5.034.338.000 100%                5.160.196.450 100%           5.289.201.361 100%          5.421.431.395 100%            5.556.967.180 100%

KTR RSUD 

Ainun Habibie

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Dikes

Persentase penyelesaian 

Pengadaan   Sarana dan Prasarana 

Perkantoran Dikes
100% 100% 967.072.000 100%                  991.248.800 100%           1.016.030.020 100%          1.041.430.771 100%            1.067.466.540 100%

Kasubag 

Umum & Kepeg

7 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

UPTD Labkesda

Persentase penyelesaian 

Pengadaan   Sarana dan Prasarana 

Perkantoran UPTD Labkesda
100% 100% 756.000.000 100%                  774.900.000 100%              794.272.500 100%             814.129.313 100%              834.482.545 100%

KTU UPTD 

Labkesda

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

RSUD Ainun Habibie

Persentase penyelesaian 

Pengadaan   Sarana dan Prasarana 

Perkantoran RSUD Ainun Habibie
100% 100% 1.977.418.000 100%                2.026.853.450 100%           2.077.524.786 100%          2.129.462.906 100%            2.182.699.479 100%

KTR RSUD 

Ainun Habibie

9 Peningkatan Kapasitas SDM 

Aparatur Dikes

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek Dikes
15 15 280.200.000                15                  287.205.000 15              294.385.125 15             301.744.753 15              309.288.372 75                    

Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

11 Peningkatan Kapasitas SDM 

Aparatur UPTD Labkesda

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek UPTD Labkesda
5 5 57.780.000 5                    59.224.500 5               60.705.113 5               62.222.740 5                63.778.309 25                    

KTU UPTD 

Labkesda

12 Peningkatan Kapasitas SDM 

Aparatur RSUD Ainun Habibie

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek RSUD Ainun Habibie
25 25 289.800.000 25                  297.045.000 25              304.471.125 25             312.082.903 25              319.884.976 125                  

KTR RSUD 

Ainun Habibie

     99.711.232.804          113.425.443.246    116.212.137.974    119.020.328.934     121.591.435.419 

Gorontalo,  4 Desember   2017

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo

dr. H. Tiyanto S. Bialangi,  M.Kes

NIP : 196311011991031009

Indikator Sasaran 6 :
1.625.000.000      1.625.000.000       1.416.188.954      1.625.000.000            1.625.000.000       

JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)

Program Peningkatan Manajemen 
Administrasi, Sarana dan Prasarana 
serta Sumber Daya Aparatur

Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

5



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1.

1
Persentase ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan 

antenatal minimal 4 kali (K4)

72,6 75         1.507.340.500 77              1.581.104.600 80         1.660.320.861 81         1.745.486.394 82          1.837.146.815 82

Kepala Seksi  

Kesga

Presentase Kunjungan Bayi 89,0 91 91,5 -                              92 -                         92,5                              - 93                               - 93

 1. Pendampingan Ibu hamil oleh Mitra 

dalam akselerasi penurunan AKI/AKB

Jumlah mitra yang mendampingi ibu 

hamil dalam akselerasi penurunan 

AKI/AKB
2 Mitra 3 Mitra                    865.190.000 4                  886.819.750 5              908.990.244 6             931.715.000 6               955.007.875 6

 1. Angka Kematian Ibu 

per 100.000 

Kelahiran Hidup

 1. Persentase Persalinan di 

fasyankes
2 Penanganan kegawat daruratan Ibu & 

Bayi 

Jumlah Bidan yang dilatih penanganan 

kegawat daruratan Ibu & Bayi 0,0 25                       73.265.000 25                    75.096.625 25               76.974.041 25               78.898.392 25                80.870.851 125

 2. Angka Kematian Bayi 

per 1000 Kelahiran 

Hidup

 2. Persentase ibu hamil Kurang 

Energi Kronik
3 Implementasi Kelas Ibu Balita Jumlah Bidan Koordinator dan 

Pengelola Program KIA di latih menjadi 

Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita
0 20                       87.811.000 20                    90.006.275 20               92.256.432 20               94.562.843 20                96.926.914 100

 3. 4 Pengadaan PMT Bumil KEK PMT 

Balita Kurang Gizi

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat 

makanan tambahan 3438 1000                    481.074.500 1000                            529.181.950 1000                     582.100.145 1000                     640.310.160 1000                      704.341.175 1000

2 Persentase kabupaten/kota yang 

memiliki kebijakan PHBS dan CSR
50,00 60            468.654.000 65              9.703.732.325 70         9.941.405.633 75       10.150.260.774 80        10.156.567.293 80

 4. Prevalensi Stunting
Persentase Kabupaten Kota yang 40% 
desa/kelurahannya melaksanakan 
STBM 

3 5 5 6 6 6 6

1 Diseminasi dan Informasi Road Map 

Penurunan AKI AKB

Jumlah pemangku kebijakan yang 

mendapatkan Informasi Road Map 

Penurunan AKI/AKB
0 40             132.700.000 40                  136.017.500 40              139.417.938 40             142.903.386 40               146.475.971 200                  

2 KIE  PHBS Kesehatan Ibu dan Anak 

dalam Penurunan AKI/AKB

Jumlah petugas dan pendamping 

ibu hamil yang memahami KIE 

PHBS Kesehatan Ibu danan anak 

0 55               78.620.000 55                    80.585.500 55               82.600.138 55               84.665.141 55                86.781.769 275                  

Kepala Seksi 

Promkes

4 Pengawasan  dan Penyehatan 

Lingkungan

Persentase sarana air minum dan 

sanitasi lingkungan yang dilakukan 

pengawasan
67% 69 257.334.000                   70                  263.767.350 71              270.361.534 72             277.120.572 73               284.048.586 73

Kepala Seksi 

Penyehatan 

Lingkungan, 

Kesehatan 

Kerja &  2. 3 Persentase  angka keberhasilan 

pengobatan TB paru BTA positif 

(Success Rate)

93 93         1.495.960.000 93              1.591.584.000 93         1.618.873.600 93         1.646.845.440 93          1.675.516.576 93

Persentase angka kasus HIV yang 

diobati 
50 50 60 70 80 90 90

 1. Angka prevalensi 

Tuberkulosis (Tb) per 

100.000 penduduk 

Persentase anak usia (0-11 bulan) 

yang mendapat imunisasi dasar 

lengkap 

92 92,5 93 93,5 94 94,5 94,5

 2. Prevalensi HIV pada populasi 

dewasa (%) 
Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah 

yang ditangani< 1 x 24 jam  
100 100 100 100 100 100 100

 3. Persentase Penyakit yang 

Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi (PD3I) 

Persentase Kabupaten Kota yang 80% 

Puskesmasnya  melaksanakan  

pengendalian PTM terpadu 

40 48 50 55 60 70 70

Program Pencegahan, 

Pengendalian Penyakit dan 

Masalah Kesehatan Jiwa

Indikator Sasaran 2 :

Indikator Tujuan : Indikator Sasaran 1 :

Prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight = Gizi 

Buruk + Gizi Kurang) 

pada anak balita Program promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular, 

Penyakit Tidak menular dan Masalah 

Kesehatan Jiwa

2022

1 2 4

Meningkatnya derajat 

kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Meningkatnya kesehatan individu, 

keluarga, masyarakat dan lingkungan Program Kesehatan Keluarga dan 

Gizi Masyarakat

TABEL 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PROVINSI GORONTALO

TUJUAN/INDIKATOR 

TUJUAN
SASARAN/INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

Penanggung 

Jawab

2018 2019 2020 2021

1



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2022

1 2 4

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATOR 

TUJUAN
SASARAN/INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

Penanggung 

Jawab

2018 2019 2020 2021

 4. Prevalensi tekanan darah 

tinggi 
Persentase kabupaten/kota yang 

melaksanakan kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) di sekolah

16,6 40 50 55 60 70 70

 5. Prevalensi kegemukan dan 

obesitas pada penduduk usia 

18+ tahun 

Persentase Kabupaten Kota yang 

memiliki Puskesmas yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan 

jiwa

66 80 90 100 100 100 100

 6. 1 Penemuan, Penanganan dan  

Pembinaan Tata Laksana Penyakit 

Menular

Persentase Penemuan kasus Penyakit 

Menular yang ditemukan dan ditangani 86 91                    391.860.000 95                  401.656.500 95              411.697.913 95             421.990.360 95               432.540.119 95

2 Deteksi Dini  Penyakit  Hepatitis B & C 

pada populasi beresiko (Ibu Hamil)

Jumlah petugas yang memahami 

deteksi dini hepatitis B pada kelompok 

berisiko
42 30                       51.360.000 32                    52.644.000 40               53.960.100 42               55.309.103 6                56.691.830 192

3 Sero Survey HIV/AIDS Jumlah populasi umum dan populasi 

beresiko yang ditest  HIV 6000 7000                    100.000.000 7500                  102.500.000 8000              105.062.500 8500             107.689.063 9000               110.381.289 40.000              

4 Orientasi Petugas dalam Deteksi Dini 

Penyakit Menular pada Ibu Hamil

Jumlah petugas yang memahami 

deteksi dini Penyakit Menular pada Ibu 

Hamil
42 30                       37.310.000 32                    38.242.750 40               39.198.819 42               40.178.789 6                41.183.259 192

5 Surveilans PD3I dan Monev 

Pelaksanaan Program Imunisasi

Jumlah Kab/Kota yang 100% 

puskesmasnya mencapai UCI 6 6                    200.000.000 6                            100.000.000 6                     100.000.000 6                     100.000.000 6                      100.000.000 6

6 Penyelidikan Epidemiologi 

KLB/Wabah Penyakit  

Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah 

yang ditangani< 1 x 24 jam  
86 100                    150.000.000 100                            250.000.000 100                     250.000.000 100                     250.000.000 100                      250.000.000 100

7 Monev Pelaksanaan Istitoah 

Kesehatan Jemaah Haji 

Jumlah Pelaksanaan Monev  Istitoah 

Kesehatan Jemaah Haji 4 4                       81.000.000 4                            150.000.000 4                     150.000.000 4                     150.000.000 4                      150.000.000 4

8 Deteksi Dini  faktor risiko PTM Jumlah Populasi risiko PTM yang 

dilakukan Deteksi Dini  500 300                    377.550.000 300                  386.988.750 300              396.663.469 300             406.580.055 300               416.744.557 1.500               

9 Sosialisasi Bahaya Rokok dan Napza Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat  

yang memahami Bahaya Rokok dan 

Napza di sekolah 
0 165                       37.180.000 165                    38.109.500 165               39.062.238 165               40.038.793 165                41.039.763 825                  

10 Monev Program Masalah Kesehatan  

jiwa

Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki 

50% Puskesmasnya yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan 

jiwa

6 6                       69.700.000 6                    71.442.500 6               73.228.563 6               75.059.277 6                76.935.758 6

 3. 4
Jumlah FKTP yang telah melaksanakan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 
Permenkes 75/2014

23 42         1.344.332.000 59              3.034.238.913 76         3.120.134.885 93         3.190.798.257 93          3.159.343.214 93

Persentase fasyankes 
menyelenggarakan Kesehatan 
Tradisional

16,6 33,3 50 66,7 83,3 100 100

 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) yang 

tersertifikasi Nasional

persentase Rumah Sakit  Kabupaten 
Kota yang memenuhi Sarana Prasara 
dan alat (SPA) sesuai  standar

11,1 33,3 44,4 55 66 77 77

 2.  RS Kab/Kota yang tersertifikasi 

akreditasi nasional Persentase Kabupaten/ Kota yang 
mendapatkan dukungan untuk mampu 
melaksanakan upaya pengurangan 
risiko krisis kesehatan di wilayahnya

0 100 100 100 100 100 100

 3. Persentase capaian Retribusi 
Labkesda

100 100 100 100 100 100 100

1 Workshop Akreditasi FKTP Jumlah petugas yang memperoleh 

penguatan pendampingan Akreditasi 

FKTP
1 46                    117.924.000 59                  120.872.100 76              123.893.903 93             126.991.250 93               130.166.031 93

Kepala Seksi 

Yankes Primer

2 Visitasi Akreditasi FKTP Jumlah FKTP yang difisitasi  

memperoleh rekomendasi untuk di 

Survey Akreditasi Nasional
24 23                    135.920.000 16                  126.400.000 24              189.600.000 30             237.000.000 23               181.700.000 93

Program Peningkatan Mutu  

Fasyankes

Penduduk yang menjadi peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

melalui Jaminan Kesehatan 

Nasional 

(JKN)/Jamkesta/Jamkesda

Indikator Sasaran 3 :

Presentase Kabupaten/Kota 

yang memiliki FKTP dan FKTL 

yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan 

jiwa/psikiatri

Kepala Seksi 

P2

Kepala Seksi 

Surveilans & 

Imunisasi

Kepala Seksi 

PTM & 

Kesehatan Jiwa

Tersedianya akses dan mutu 

pelayanan kesehatan 

2



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2022

1 2 4

Meningkatnya kesehatan individu, 

TUJUAN/INDIKATOR 

TUJUAN
SASARAN/INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

awal 

perencanaan 

(2016)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi 

Indikator 

Kinerja pada 

akhir Periode 

Renstra(2022)

Penanggung 

Jawab

2018 2019 2020 2021

3 Penguatan Kapasitas Program 

Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah Kab/Kota yang memperoleh 

Penguatan Program Pelayanan 

Kesehatan Primer
6 6                    139.892.000 6                         1.000.000.000 6                  1.000.000.000 6                  1.000.000.000 6                   1.000.000.000 6

4 Pemetaan Sarana, Prasarana & Alkes 

Penunjang Pelayanan 

Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi 

sesuai Standar di FKTP

Jumlah kab/Kota yang mempunyai 

Pemetaan Sarana, Prasarana & Alkes 

Penunjang Pelayanan 

Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi sesuai 

Standar di FKTP

0 6                       77.717.500 6                         1.000.000.000 6                  1.000.000.000 6                  1.000.000.000 6                   1.000.000.000 6

5 Pencegahan dan Penanggulangan 

Risiko akibat krisis kesehatan

Jumlah Kab/Kota memperoleh 

dukungan upaya Pencegahan dan 

Penanggulangan Risiko akibat krisis 

kesehatan

6 6                       62.022.500 6                    63.573.063 6               65.162.389 6               66.791.449 6                68.461.235 6

6 Rakorev Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Pemetaan dan  

Kearifan lokal tanaman berkhasiat 

obat

Jumlah  Pelaksanaan Rakorev 

Pelayanan Kesehatan Tradisional di 

FKTP dan FKTL 0
4 Kali            

(25 orang) 
                   237.350.000 4                  243.283.750 4              249.365.844 4             255.599.990 4               261.989.990 4

7 Rakor Peningkatan Mutu dan Akses 

pelayanan kesehatan di FKTL

Jumlah pelaksanaan Monev Mutu dan 

Akses di FKTL 1 4 150.000.000                   4                  153.750.000 4              157.593.750 4             161.533.594 4               165.571.934 4

8 Penguatan Manual Rujukan Ibu dan 

Bayi di Provinsi Gorontalo

Jumlah kab/Kota yang  dilakukan 

penguatan Manual Rujukan Ibu dan 

Bayi 
0 6                       50.000.000 6                    51.250.000 6               52.531.250 6               53.844.531 6                55.190.645 6

9 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 

Kesehatan Daerah

Jumlah layanan Labkesda
2 3 268.400.000                   3                  275.110.000 3              281.987.750 3             289.037.444 3               296.263.380 3

UPTD Labkesda

10 Orientasi Program Kesehatan Kerja 

Dan Olah Raga
Jumlah Kab/Kota yang  80% 

Puskesmasnya menyelengga rakan 

pelayanan kesehatan kerja dasar 

4 6 105.106.000                   6                  107.733.650 6              110.426.991 6             113.187.666 6               116.017.358 6

5
Persentase Sarana Prasara dan alat 

(SPA) sesuai  standar
58,66% 75%      30.502.800.000 100%            31.265.370.000 100%       32.047.004.250 100%       32.848.179.356 100%        33.669.383.840 100%

RSUD dr. Ainun 

Habibie

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana  

Gedung Rumah Sakit
Jumlah sarana prasarana RS Provinsi 

yang dibangun/ditingkatkan
1 Paket 30.000.000.000              1 Paket              30.750.000.000 1 Paket         31.518.750.000 1 Paket         32.306.718.750 1 Paket          33.114.386.719 1 Paket

2 Pemeliharaan Saspras RS Jumlah  Saspras RS yang dilakukan 

pemeliharaan 1 Paket 502.800.000                   1 Paket                  515.370.000 1 Paket              528.254.250 1 Paket             541.460.606 1 Paket               554.997.121 1 Paket

6
Persentase capaian Retribusi RSU 

Ainun Habibie
100 100      15.299.586.000 100            15.682.075.650 100       16.074.127.541 100       16.475.980.730 100        16.887.880.248 100

RSUD dr. Ainun 

Habibie

1 Kemitraan Peningkatan Kualitas 

Dokter dan Paramedis
Jumlah Dokter yg dikontrak kerjakan di 

RS Provinsi
5 5 1.736.500.000                5                1.779.912.500 5           1.824.410.313 5          1.870.020.570 5            1.916.771.085 5

2 Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri 

Ainun Habibie 13.563.086.000                           13.902.163.150         14.249.717.229         14.605.960.159          14.971.109.163 

7 Penduduk yang mendapat 

Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan

219.249          205.584     35.656.838.750    205.584        36.171.766.719          205.584      37.051.060.887     205.584        37.952.337.409    205.584       38.876.145.844      205.584           

1 Penanganan Keluhan JKN Jumlah penangangan ke luhan jaminan 

kesehatan
2 3                    866.393.000 3                  888.052.825 3              910.254.146 3             933.010.499 3               956.335.762 3

2 Kebijakan Teknis Program Jamkesta Dokumen perda yang direvisi
1 1                    323.300.000 

3 Jamkesta

jumlah penduduk yang menerima 

manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN)/Jamkesta/Jamkesda
219.249           147.525                    32.884.825.750 205.584                      33.706.946.394 205.584               34.549.620.054 205.584                 35.413.360.555 205.584                 36.298.694.569 205.584            

4 Kerjasama Pelayanan Pasien Rujukan 

ke luar daerah dengan RS di Luar 

Provinsi Gorontalo

Jumlah RS yang dilakukan MOU 

dalam Pelayanan Pasien Rujukan ke 

Luar Daerah
2 3                 1.019.620.000 3                                           1.000.000.000 3                                  1.000.000.000 3                                    1.000.000.000 3                   1.000.000.000 3

5 Pelayanan Pasien Miskin/tidak mampu Jumlah masyarakat miskin yang 

memperoleh Pelayanan Kesehatan 

terpadu
3.600              3.600                             562.700.000 3.600                             576.767.500 3.600                        591.186.688 3.600                         605.966.355 3.600                          621.115.514 18.000              

Program Peningkatan Sarana 

Prasarana dan Pemeliharaan RS

Program Kemitraan dan 

Peningkatan Pelayanan Medik RS

Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan

Kepala Seksi 

PJK

Kepala Seksi 

Yankes 

Rujukan
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Renstra(2022)

Penanggung 
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2018 2019 2020 2021

 4. 8
Persentase Kab/Kota yang sudah 

memiliki  pemetaan perencanaan 

dan distribusi nakes di FKTP 
20 25,80 44,50 62,30 80,60 100,00 100,00

Persentase Rumah Sakit yang 

sudah memiliki  pemetaan 

perencanaan dan distribusi nakes 
11 16,60 33,00 50,00 60,00 70,00 70,00

 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) yang minimal 

memiliki 5 jenis tenaga 

kesehatan

Persentase  fasyankes yang 

melakukan pelayanan kefarmasian 

sesuai standar
55 60,00 63,00 65,00 70,00 73,00 73,00

 2. RS kabupaten/kota kelas C yang 

memiliki 4 dokter spesialis dasar 

dan 3 dokter spesialis penunjang

1 Pemetaan, perencanaan dan distribusi 

nakes di FKTP dan FKTL Tingkat 

Provinsi

Dokumen Perencanaan dan distribusi 

nakes di FKTP & FKTL Tingkat 

Provinsi 6 6 99.612.000                     6                  102.102.300 6              104.654.858 6             107.271.229 6               109.953.010 6

 3. 2 Sosialisasi peraturan dan kebijakan 

pelayanan kefarmasian di FKTP 

Tingkat Provinsi 

Jumlah kab/kota yang 80% 

fasyankesnya melakukan pe layanan 

kefarmasian sesuai standar
3 4 100.059.000                   5                  102.560.475 6              105.124.487 6             107.752.599 6               110.446.414 6

3 Orientasi pengelolaan obat dan vaksin 

di instalasi farmasi kab/kota

Persentase instalasi farmasi 

kabupaten/kota yang melakukan 

manajemen pengelolaan obat dan  

vaksin sesuai standar

60 67 138.903.000                   70                  142.375.575 73              145.934.964 75             149.583.338 77               153.322.922 77

4 Workshop dukungan pe layanan 

farmasi klinik di FKTL Tingkat Provinsi

Jumlah FKTL yang melaksanakan  

pelayanan kefarmasian sesuai standar
0 1 85.972.500                     2                    88.121.813 3               90.324.858 4               92.582.979 5                94.897.554 5

5 Monitoring dan Evaluasi Sarana 

Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan yang terjamin khasiat 

mutu dan keamanan

Persentase produk alat kesehatan dan 

PKRT di peredaran yang memenuhi 

syarat 77 81 130.843.000                   83                  134.114.075 84              137.466.927 85             140.903.600 86               144.426.190 86                    

Kepala Seksi 

PDK,Alkes & 

Perbekalan 

Kesehatan

  5. 9 Persentase PUS yang menjadi 

peserta KB Aktif
71 74% 232.749.000          76 689.117.850                78 690.720.796          80 692.363.816          83 694.047.912           83

Kepala Seksi 

Kesga

1 Pelaksanaan Grand Desain 

Kependudukan dalam Pencapaian 

Cakupan KB Aktif

Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 

Grand Desain Kependudukan dalam 

Pencapaian Cakupan KB Aktif 0 6                       62.554.000 6                    64.117.850 6               65.720.796 6               67.363.816 6                69.047.912 6

 1. Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi

2 Orientasi KB Pasca Persalinan Jumlah Bidan yang dilatih pelayanan  

KB Pasca Persalinan
0 20                       67.605.000 20                            200.000.000 20                     200.000.000 20                     200.000.000 20                      200.000.000 100                  

3 Orientasi Fasilitator Kesehatan 

Reproduksi Remaja

Jumlah  Fasilitator Kesehatan 

Reproduksi Remaja yang dilatih 0 137                    102.590.000 137                            425.000.000 137                     425.000.000 137                     425.000.000 137                      425.000.000 685                  

 6. 10
Persentase pelaksanaan 

perencanaan, eva luasi, monitoring 

dan pelaporan
5 6 1.416.188.954      5 1.625.000.000            5 1.625.000.000       5 1.625.000.000       5 1.625.000.000        5

1 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja 

Kesehatan Daerah 1 1                    304.848.954 1                            350.000.000 1                     350.000.000 1                     350.000.000 1                      350.000.000 1

 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2 Rakorev IKP dan IKK Dinas 

Kesehatan

Jumlah pelaksanaan Rakorev IKP dan 

IKK Dinas Kesehatan 4 4                    243.165.000 4                            200.000.000 4                     200.000.000 4                     200.000.000 4                      200.000.000 4

 2.
Persentase temuan pemeriksaan 

dari total anggaran

3 Diseminasi  hasil Riskesnas dan Isu-

Isu Strategis Kesehatan

Jumlah hasil riskesnas Isu-Isu 

Strategis Kesehatan yang 

diseminasikan untuk kebutuhan 

perencanaan program dan  kebijakan 

1 1                    166.290.000 1                            175.000.000 1                     175.000.000 1                     175.000.000 1                      175.000.000 1

 3. Tingkat penyerapan anggaran
4 Forum Koordinasi Penyusunan Renja 

Dikes

Jumlah pelaksaan Forum Koordinasi 

Penyusunan Renja Dikes 1 2                    153.255.000 2                            250.000.000 2                     250.000.000 2                     250.000.000 2                      250.000.000 2
Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

 4.
Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Kinerja Kesehatan
5 Pemutakhiran data Profil Kesehatan 

Jumlah pelaksanaan Pemutakhiran 

data Profil Kesehatan 
4 4                       98.260.000 4                            250.000.000 4                     250.000.000 4                     250.000.000 4                      250.000.000 4

Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

Program Perencanaan, Evaluasi, 

Monitoring dan Pelaporan

Program Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya  

Kesehatan

Indikator Sasaran 6 :

Menurunnya Angka Kelahiran Program Peningkatan Layanan KB

Indikator Sasaran 5 :

Terwujudnya Kinerja Aparatur Dikes 

yang Profesional dan Berkinerja 

Tinggi

598.093.746          613.046.089           Indikator Sasaran 4 :

Kepala Seksi 

SDMK

Persentase instalasi farmasi 

kabupaten/kota yang melakukan 

manajemen pengelolaan obat, 

vaksin dan perbekalan 

kesehatan sesuai standar
Kepala Seksi 

Tata Kelola 

Obat & Yanfar

Meningkatnya kualitas sumber daya 

kesehatan yang merata

555.389.500          569.274.238                583.506.093          
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6 Rapat Koordinasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi 

Kepegawaian
1 1                    178.260.000 1                            200.000.000 1                     200.000.000 1                     200.000.000 1                      200.000.000 1

Kasubag Umum 

& Kepeg

7 Penyusunan Laporan Keuangan dan 

TLHP

Jumlah dokumen laporan keuangan 

dan TLHP
2 2                    125.665.000 2                            200.000.000 2                     200.000.000 2                     200.000.000 2                      200.000.000 2

Kasubag 

Keuangan

8 Penilaian Nakes Teladan Tingkat 

Provinsi 

Jumlah Nakes Teladan Tingkat 

Provinsi yang disaring mengikuti 

Nakes Teladan Tingkat Nasional
50 54 146.445.000                   54                  150.106.125 54              153.858.778 54             157.705.248 54               161.647.879 54

11 Persentase peningkatan layanan 

administrasi, sarana prasarana  dan 

SDM aparatur
100% 100% 11.231.394.100    100% 11.512.178.953          100% 11.799.983.426     100% 12.094.983.012    100% 12.397.357.587      

1 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran Dikes

Persentase  layanan dan manajemen 

Adminstrasi perkantoran Dikes 100% 100% 1.653.966.100 100%                1.695.315.253 100%           1.737.698.134 100%          1.781.140.587 100%            1.825.669.102 100%
Kasubag Umum 

& Kepeg

3 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran UPTD Labkesda

Persentase  layanan dan manajemen 

Adminstrasi perkantoran UPTD 

Labkesda
100% 100% 214.820.000 100%                  220.190.500 100%              225.695.263 100%             231.337.644 100%               237.121.085 100%

KTU UPTD 

Labkesda

4 Pelayanan Jasa Administrasi 

Perkantoran  RSUD Ainun Habibie

Persentase  layanan dan manajemen 

Adminstrasi perkantoran RSUD Ainun 

Habibie
100% 100% 5.034.338.000 100%                5.160.196.450 100%           5.289.201.361 100%          5.421.431.395 100%            5.556.967.180 100%

KTR RSUD 

Ainun Habibie

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Dikes

Persentase penyelesaian Pengadaan   

Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Dikes
100% 100% 967.072.000 100%                  991.248.800 100%           1.016.030.020 100%          1.041.430.771 100%            1.067.466.540 100%

Kasubag Umum 

& Kepeg

7 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

UPTD Labkesda

Persentase penyelesaian Pengadaan   

Sarana dan Prasarana Perkantoran 

UPTD Labkesda
100% 100% 756.000.000 100%                  774.900.000 100%              794.272.500 100%             814.129.313 100%               834.482.545 100%

KTU UPTD 

Labkesda

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

RSUD Ainun Habibie

Persentase penyelesaian Pengadaan   

Sarana dan Prasarana Perkantoran 

RSUD Ainun Habibie
100% 100% 1.977.418.000 100%                2.026.853.450 100%           2.077.524.786 100%          2.129.462.906 100%            2.182.699.479 100%

KTR RSUD 

Ainun Habibie

9 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 

Dikes

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek Dikes
15 15 280.200.000                   15                  287.205.000 15              294.385.125 15             301.744.753 15               309.288.372 75                    

Kasubag 

Perencanaan & 

Evaluasi

11 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 

UPTD Labkesda

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek UPTD Labkesda
5 5 57.780.000 5                    59.224.500 5               60.705.113 5               62.222.740 5                63.778.309 25                    

KTU UPTD 

Labkesda

12 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 

RSUD Ainun Habibie

Jumlah SDM yang ditingkatkan 

Kapasitas/Kompotensinya melalui 

Diklat/Bimtek RSUD Ainun Habibie
25 25 289.800.000 25                  297.045.000 25              304.471.125 25             312.082.903 25               319.884.976 125                  

KTR RSUD 

Ainun Habibie

     99.711.232.804          113.425.443.246     116.212.137.974    119.020.328.934      121.591.435.419 

Gorontalo,  4 Desember   2017

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo

dr. H. Tiyanto S. Bialangi, M.Kes

NIP : 196311011991031009

Program Pelayanan Administrasi, Sarana 

Prasarana dan SDM Aparatur

JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)
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